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ABSTRAK 
Skripsi ini berjudul “Strategi Humas Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam 
Mewujudkan Model Kota Madani”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
strategi Humas Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan model Kota 
Madani. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka peneliti menggunakan metode 
penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara secara langsung dan 
mendalam dengan pihak Humas Pemerintah Kota Banda Aceh, Dinas yang terkait, 
dan Masyarakat Kota Banda Aceh yang ditentukan dengan teknik purposive sampling 
yaitu menentukan secara sengaja unit analisis dengan menggunakan kriteria yang 
telah ditetapkan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Humas 
Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan model Kota Madani yakni melalui 
aktifitas-aktifitas bekerjasama dengan berbagai pihak, memanfaatkan media massa, 
dan turun langsung ke masyarakat. Kemudian hambatan dalam pengembangan Model 
Kota Madani yaitu keterbatasan personil yang melaksanakan tugas di lapangan, dan 
disebabkan oleh adanya perbedaan pemahaman dalam adat istiadat, faktor ekonomi, 
dan juga pendidikan. Selanjutnya upaya–upaya yang dilakukan Humas Pemerintah 
Kota Banda Aceh dalam menjadikan model kota madani dengan membuat beberapa 
agenda, seperti dakwah jum’atan yang dilaksanakan setiap jum’at di Taman Sari, 
sosialisasi ke masyarakat tentang konsep dan aplikasi Kota Madani yang telah 
ditetapkan dalam visi-misi Pemerintah Kota Banda Aceh. 
 
Kata kunci: Strategi, Humas, Kota Madani 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Banda Aceh merupakan salah satu Kota sekaligus Ibu Kota Provinsi Aceh, 
Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi sebuah Kota yang 
penuh dengan segala kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Setelah 
musibah Tsunami yang melanda Aceh ditahun 2004, Aceh mulai dikenal dimata 
dunia, terlebih Banda Aceh sebagai Ibukota Serambi Mekkah harus dapat berdiri 
di atas nilai-nilai Islam sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. 
Apalagi, Banda Aceh dari catatan sejarahnya juga memancarkan prinsip-prinsip 
Islami.
1
 
Pemerintahan yang memliki prinsip Islami telah dicontohkan oleh 
Rasulullah SAW ketika beliau berada di Kota Madinah, dan Kota Madinah 
merupakan Kota Madani. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintahan Kota Banda 
Aceh berusaha menerapkan konsep Kota Madani yaitu masyarakat yang beradab, 
memiliki etika, berwawasan Islami, serta menerapkan sistem pemerintahan yang  
berdasarkan hukum syariat Islam.
2
 
Konsep “Kota Madani” dicetuskan oleh pasangan Wali Kota Banda Aceh, 
Mawardi Nurdin dan wakilnya Illiza Sa’aduddin Djamal saat masih sebagai Wali 
Kota dan wakil Wali Kota. Konsep ini sekaligus ditetapkan pada Kota Banda 
Aceh yang merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh. Konsep Kota Madani ini yang 
                                                 
1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banda_Aceh Di akses tanggal 23 November 2017 
2
Azyumardi Azra, Menuju Masyarakat Madani, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 
2004),hal.9-11. 
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kemudian dimasukkan dalam visi dan misi kepemimpinan selama mereka 
berkuasa. 
Konsep Kota Madani disamping sudah menjadi visi dan misi, juga 
dijabarkan dalam program-program pengembangan Kota Banda Aceh sebagai 
“Model” berbasis syari’at Islam.3 Diantara program-program tersebut yakni, 
permasalahan bidang syariat Islam atau keagamaan, permasalahan sosial dan 
keamanan, pariwisata dan budaya, permasalahan bidang infrastruktur, 
permasalahan bidang pendidikan dan  kesehatan, dan beberapa program lainnya. 
Secara umum karakteristik masyarakat Madani adalah masyarakat kota, 
masyarakat yang berperadaban, masyarakat yang dapat menciptakan peradaban, 
masyarakat yang memiliki pola kehidupan yang benar yaitu pola kehidupan 
masyarakat yang menetap. Selain itu indikator Kota Madani adalah sebuah kota 
yang penduduknya beriman dan berakhlak mulia, menjaga persatuan dan 
kesatuan, toleran dalam perbedaan, taat hukum dan memiliki ruang publik yang 
luas, serta menghormati hak-hak asasi manusia.
4
 
Menciptakan citra positif dan konsep “Kota Madani” merupakan peran 
Humas Kota Banda Aceh sangat diperlukan. Dalam kaitan ini maka Humas 
sebagai bagian dari unit kerja strategi Humas Pemerintah Kota Banda Aceh perlu 
menyusun stratgi-strategi yang jelas dan terencana. 
Strategi Humas merupakan suatu langkah yang harus ditempuh, yaitu 
menciptakan komunikasi dua arah dengan menyebarkan informasi dari organisasi 
                                                 
3
http://www.bandaacehkota.go.id/new/246/269 Visi dan Misi.html Di akses pada tanggal 
6 Januari 2017 Pukul 22.50 WIB. 
4
H. A.R. Tilaar, Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia, (Bandung : 
Remaja Rosda Karya, 1999), hal. 159. 
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atau instansi kepada publik yang bersifat memberikan penerangan dan mendidik. 
Humas juga harus membina hubungan yang harmonis antara pemerintahan 
dengan berbagai kalangan, baik hubungan internal maupun eksternal. Selain itu 
juga menumbuhkan sikap sosial, dimana tujuan yang ingin dicapai bukan 
keuntungan sepihak, melainkan demi kepentingan bersama. 
Mewujudkan kota Banda Aceh sebagai kota madani sangat dibutuhkan 
suatu struktur dalam sebuah organisasi pemerintah untuk menyampaikan suatu 
informasi dari pemerintah kepada masyarakat, baik secara langsung atau tidak 
langsung. Adapun struktur pemerintah kota Banda Aceh, terbagi dalam dinas dan 
bagian-bagian pendukung organisasi tersebut, salah satunya yaitu Humas 
(Hubungan Masyarakat). 
Adanya unit kehumasan pada setiap pemerintah merupakan suatu keharusan 
fungsional dalam rangka penyebaran tentang aktivitas instansi tersebut baik 
kedalam maupun keluar yaitu kepada masyarakat pada umumnya. Humas 
merupakan suatu alat untuk memperlancar jalannya interaksi serta penyebaran 
informasi melalui pers, radio, televisi dan media lainnya. 
Humas adalah suatu fungsi manajemen bertujuan menjembatani antara 
organisasi dan stakeholder baik diluar maupun didalam. Humas mengetahui 
semua kebijakan dari organisasi. Humas juga mempunyai fungsi sebagai juru 
bicara dan koordinator lalu lintas dengan masyarakat. Dengan demikian, humas 
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akan selalu dapat mengetahui latar belakang daripada suatu kebijaksanaan dan 
keputusan yang diambil.
5
 
Menurut Baskin, Aronof, dan Lattimore mendefinisikan gambaran humas 
ialah “Public relations is a management function that help achieve organizational 
objective, define philosophy and facilitate organizational change. Public relations 
practitioners communicate with all relevan internal and external public to 
develop positive relationship and to create consistency between organizational 
goals and societal expectations; public relations practitioners develop, execute 
and evaluate organizational program that promote the exchange of influence and 
understanding among an organization’s constituent part and publics”. 
Humas adalah alat dari manajemen untuk membantu mencapai tujuan 
organisasi, merumuskan filosofi organisasi dan menjadi fasilitator dalam 
perubahan sosial. Pejabat Humas menjalin komunikasi dengan seluruh publik baik 
internal maupun eksternal untuk membangun relasi yang positif dan untuk 
menjaga konsistensi dari realisasi antara tujuan organisasi dan harapan dari 
lingkungan sosial disekitar organisasi. Pejabat Humas mempunyai tugas dan 
wewenang untuk mengembangkan, mengimplementasikan, serta melakukan 
evaluasi kegiatan-kegiatan organisasi yang bertujuan mempertemukan dan 
menghasilkan rasa saling pengertian antara organisasi dengan publiknya.
6
 
Sebagai penghubung langsung antara pemerintah dan masyarakat seringkali 
Humas mengalami kendala dalam menyampaikan kebijakan pemerintah, seperti 
                                                 
5
H.AW Widjaja, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 
hal. 64. 
6
O.,C. Aronof Baskin, D. Lattimore. Public Relations:The Proffesion and The Practise. 
(Madison, Wl:Brown & Benchmark, 1997). Hal. 5. 
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dalam penerapan Banda Aceh menuju Kota Madani tidak selamanya visi dan misi 
tersebut berjalan dengan lancar, banyak masyarakat yang pro dan kontra terhadap 
kebijakan yang dilakukan humas tersebut. Salah satu contoh dari banyaknya pro 
dan kontra seperti penerapan syariat Islam di Banda Aceh yang masih 
menganggap kebijakan tersebut berlebihan dan sebagian masyarakat menganggap 
peraturan tersebut harus ditegakkan. 
Mengenai misi pertama Banda Aceh sebagai Kota Madani yaitu 
peningkatan kualitas pengalaman agama menuju pelaksanaan syariat Islam secara 
kaffah belum sepenuhnya sempurna, banyak kendala yang dialami dari penerapan 
misi tersebut, salah satunya masih ada masyarakat yang melanggar syariat Islam 
dan melakukan kemaksiatan. 
Namun menurut pemberitaan pada salah satu media, bahwa pelanggaran 
syariat Islam khususnya kasus khalwat/mesum mendominasi pelanggaran Syariat 
Islam di Kota Banda Aceh sepanjang tahun 2016, jika dibandingkan kasus lainnya 
yakni maisir, khamar dan Aqidah.
7
 Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Dinas 
Syariat Islam Aceh Prof Syahrizal Abbas MA sejak disahkannya Qanun Nomor 6 
tahun 2014 tentang hukum jinayah pelanggaran Syariat Islam di Aceh menurun, 
"Pelanggaran yang sangat menurun adalah pelanggaran yang berkaitan dengan 
khamar dan maisir. Dengan adanya Qanun No. 6 ini juga membuat masyarakat 
sadar untuk tidak melakukan pelanggaran.
8
  
                                                 
7
http://www.ajnn.net/news/kasus-mesum-dominasi-pelanggaran-syariat-di-banda-
aceh/index.html  Diakses 12 Juli 2017. 
8
https://www.goaceh.co/berita/baca/2016/01/19/sejak-disahkan-qanun-no-6-tahun-2014-
pelanggaran-syariat-islam-di-aceh-menurun#sthash.knzwipAA.WrveEvI3.dpbs Diakses 12 Juli 
2017. 
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Masalah ini jelas menjadi tantangan untuk humas pemerintaah kota dalam 
mewujudkan Banda Aceh sebagai Kota Madani, sebagaimana seharusnya 
kebijakan-kebijakan dan strategi yang harus dilakukan Humas pemerintah Kota 
dalam mengimplementasikan syariat Islam untuk mewujudkan Kota Banda Aceh 
sebagai Kota Madani. Untuk mengatasi masalah tersebut maka pemerintah 
mengajak kepedulian para organisasi massa Islam, tokoh masyarakat, tenaga 
pendidik, pemerintah juga mengambil jalan keluar dengan cara melakukan razia-
razia ketempat yang dicurigai sebagai lokasi pelanggaran syariat Islam bersama 
instansi terkait serta didukung oleh kepolisian termasuk jajaran Kodam Iskandar 
Muda. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dan mengkaji lebih mendalam yang berhubungan dengan “Strategi 
Humas Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Mewujudkan Model Kota 
Madani”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang terkait dengan 
penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana Strategi Humas Pemerintah Kota Banda Aceh dalam 
Mewujudkan Model Kota Madani? 
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Humas Pemerintah Kota Banda Aceh 
dalam pengembangan Model Kota Madani? 
3. Apa upaya-upaya yang dilakukan Humas Pemerintah Kota Banda Aceh 
dalam Mewujudkan Model Kota Madani? 
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C. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah maka yang menjadi tujuan yang dikaji lebih 
lanjut untuk megetahui arah penelitian yang ingin dicapai adalah : 
1. Untuk mengetahui Strategi Humas Pemerintah Kota Banda Aceh dalam 
Mewujudkan Model Kota Madani. 
2. Untuk mengetahui Apa saja hambatan yang dihadapi Humas Pemerintah 
Kota Banda Aceh dalam pengembangan Model Kota Madani. 
3. Untuk mengetahui Apa upaya-upaya yang dilakukan Humas Pemerintah 
Kota Banda Aceh dalam Mewujudkan Model Kota Madani. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 
1. Secara Praktis, sebagai salah satu masukan dan bahan pertimbangan 
dalam mengambil keputusan dalam rangka melaksanakan kegiatan 
Humas. 
2. Secara Akademik, untuk menambah sumber referensi yang bermanfaat 
dalam penelitian selanjutnya dibidang Humas khususnya dalam Strategi 
Humas. 
3. Secara Sosial, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat 
sebagai bentuk informasi bahwasannya pemerintah khususnya 
Pemerintah Kota Banda Aceh telah semaksimal mungkin mencoba 
mengayomi dan melayani masyarakat salah satunya pelayanan akan 
keutuhan informasi. 
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E. Defenisi Operasional 
Ada beberapa penjelasan istilah yang akan diuraikan oleh penulis sebagai 
berikut: 
1. Strategi 
Menurut Poewadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Strategi 
ialah cara atau taktik.
9
 Strategi adalah teknik atau cara bagaimana yang dilakukan 
untuk memperoleh tujuan yang diinginkan. Strategi juga menciptakan komunikasi 
yang konsisten, komunikasi yang dilakukan berdasarkan satu pilihan (keputusan) 
dari beberapa opsi komunikasi.
10
 
Strategi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah strategi 
komunikasi yang diterapkan Humas Pemerintah Kota Banda Aceh dalam 
Mewujudkan Model Kota Madani. 
2. Humas 
Hubungan masyarakat (public relations) mempunyai ruang lingkup 
kegiatan yang menyangkut banyak manusia, baik didalam (public intern) maupun 
diluar (public ekstern). Humas sebagai komunikator mempunyai fungsi ganda 
yaitu keluar memberikan informasi kepada khalayak sedangkan ke dalam 
menyerap reaksi dari khalayak. Organisasi atau instansi mempunyai tujuan dan 
berkehendak untuk mencapai tujuan itu.
11
 Humas yang penulis maksud dalam 
penelitian ini adalah Humas pemerintah Kota Banda Aceh. 
 
                                                 
9
Poewardarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka, 2007), hal 437. 
10
Alo Liliweri, Komunikasi: Serba Ada Serba Makna, (Jakarta: Kencana, 20011), hal.240. 
11
H.A.W Widjaja, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 
hal.2. 
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3. Kota Madani 
Kata Madani sendiri berasal dari bahasa Inggris civil atau civilized 
(beradab). Istilah masyarakat madani adalah terjemahan dari civil atau civilized 
society, yang berarti masyarakat berperadapan.
12
 Masyarakat Madani pada 
prinsipnya memiliki multimakna, yaitu masyarakat yang demokratis, menjunjung 
tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, 
berpartisipasi, konsisten memiliki bandingan, mampu berkoordinasi, sederhana, 
sinkron, integral, mengakui, emansipasi, dan hak asasi, namun yang paling 
dominan adalah masyarakat yang demokratis. 
Masyarakat Madani adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi 
warga negara dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Bahkan 
Masyarakat madani tiang utama kehidupan politik yang demokratis. Sebab 
masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan 
negara, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat.
13
 Kota 
Madani yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah yang menjadi visi-misi 
Pemerintah Kota Banda Aceh, yaitu sebuah kota yang penduduknya beriman dan 
berakhlak mulia, menjaga persatuan dan kesatuan, toleran dalam perbedaan, taat 
hukum, serta menghormati hak-hak asasi manusia, selain itu, mampu bekerjasama 
untuk menanggapi tujuan bersama yang dicita-citakan. Keadaan ini diharapkan 
melahirkan Warga Kota Banda Aceh yang memiliki jati diri yang Islami, taat 
aturan, damai, sejahtera, harga diri tinggi, berbudaya dan beradap. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
A. Humas dalam Konteks Pemerintahan 
1. Pengertian Humas (Public Relations) 
Defenisi public relations diawali dari era Ivi Lee pada tahun 1906. Ivi Lee 
tercatat sebagai penyandang profesi public relations officer pertama di Amerika 
Serikat. Dengan keberhasilannya mengatasi berbagai persoalan krisis yang 
menimpa perusahaan di Amerika Serikat pada waktu itu melalui kiat dan strategy 
of public relations, maka namanya diangkat sebagai “Bapak Hubungan 
Masyarakat” abad ini. 
Sejak itulah masyarakat menjadi tahu keberadaan dan manfaat profesi 
kehumasan melalui hasil karya gemilangnya dibidang public relations, seperti 
istilah publisitas (publicity), publikasi (publication), periklanan (advertising), 
promosi (promotion), hubungan dengan pers (press relation) dan sebagainya, 
didalam lingkup fungsi dan tugas kehumasan yang dikenal hingga kini dan 
merupakan profesi yang cukup dihormati dan dapat diandalkan. 
Public relations sama dengan bidang jurnalistik, periklanan, atau bidang 
komunikasi lainnya yang bukan merupakan ilmu tradisional yang hanya 
digunakan untuk tujuan terbatas dan sesaat. Public relations merupakan fungsi 
manajemen untuk mencapai target tertentu yang sebelumnya harus mempunyai 
program kerja yang jelas dan rinci, mencari fakta, merencanakan, 
mengkomunikasikan, hingga mengevaluasikan hasil-hsil apa yang telah 
11 
 
dicapainya. Hal ini secara umum dikatakan oleh John E. Marston dalam bukunya 
Modern Public Relations sebagai berikut: public relations is panned, pesuasive 
communications designed to influenced significant public.
14
 
Oleh karena itu, public relations merupakan suatu bidang yang 
memerlukan perencanaan yang matang (planned), sama dengan bidang periklanan 
yang memerlukan “komunikasi”, yaitu gabungan antara melakukan komunikasi 
dan sekaligus membujuk (persuasive). 
Melakukan kampanye atau propaganda (PR campaign and propaganda), 
selain untuk mengkampanyekan program kerja, aktivitas dan informasi, tujuan 
lainnya adalah untuk memperkenalkan, meingkatkan kesadaran atau pengertian 
dan mencari dukungan publik sasaran khalayaknya (target audience) dan 
sekaligus mempengaruhi serta membujuk sasaran khalayak yang terkait dan dituju 
(significant public), perkembangan selanjutnya dikenal dengan stake holder 
(khalayak sasaran yang terkait).
15
 
The British Institute of Public Relations mendefinisikan public relations 
sebagai berikut:
16
 
1) “Public Relations activity is management of communications between 
an organization and its publics.” 
(Aktivitas Public Relations adalah mengelola komunikasi antara 
organisasi dan publiknya. 
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2) “Public Relations practice is deliberate, planned and sustain effort to 
establish and maintain mutual understanding between an organization 
and its public.” 
(Praktik Public Relations adalah memikirkan, merencanakan dan 
mencurahkan daya untuk membangun dan menjaga saling pengertian 
antara organisasi dan publiknya). 
Defenisi kerja (working definition) oleh International Public Relations 
Association (IPRA) terbitan Gold Paper Nomor empat judul A model for Public 
Relations Education for Professional Practec, dinyatakan bahwa berbagai definisi 
yang dikemukakan oleh para ahli atau pakar public relations, walaupun ada 
perbedaan, tetapi terdapat kesamaan arti. 
a. Public Relations merupakan suatu kegiatan yang bertujuan memperoleh 
good will, kepercayaan, saling pengertian dan citra baik dari 
masyarakat. 
b. Sasaran public relations adalah berupaya menciptakan opini publik 
yang favourable dan menguntungkan semua pihak. 
c. Public Relations adalah unsur yang cukup penting dalam mendukung 
manajemen untuk mencapai tujuan yang spesifik dari organisasi atau 
lembaga. 
d. Public Relations adalah usaha untuk menciptakan hubungan yang 
harmonis antara suatu lembaga atau organisasi dengan masyarakat 
melalui suatu proses komunikasi timbal balik, hubungan yang 
harmonis, saling mempercayai dan menciptakan citra yang positif. 
13 
 
Melengkapi pengertian atau pemahaman tentang bagaimana public 
relations, berikut kesimpulan beberapa pendapat ahli dan pakar.
17
 
1. Public Relations merupakan suatu seni untuk mencipatakan pengertian 
publik yang lebih baik yang dapat memperdalam kepercayaan publik 
secara lebih baik atau pemberdayaan lebih tinggi terhadap suatu 
lembaga atau organisasi. 
2. Public Relations adalah suatu proses yang kontiniu dari usaha 
manajemen untuk memperoleh good will dan pengertian dari 
pelanggan, konsumen, publik pada umumnya, termasuk para staf 
pegawainya. Ke dalam mengadaka perbaikan dan pembenahan melalui 
corporate culture building (membangun budaya perusahaan) berbentuk 
disiplin, memotivasi, meningkatkan pelayanan, dan produktivitas kerja 
yang diharapkan terciptanya sense of belonging terhadap perusahannya. 
Sedangkan keluar, berupaya menciptakan kepercayaan dan citra 
perusahaan (corporate image) yang sekaligus memayungi serta 
mempertahankan citra produknya (product and brand image). 
Menurut Edward L. Bernay, dalam bukunya Public Relations, terdapat tiga 
fungsi utama public relations, yaitu:
18
 
a. Memberikan penerangan kepada masyarakat. 
b. Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat 
secara langsung. 
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c. Berupaya untuk mengintergrasikan sikap dan perbuatan suatu badan 
(lembaga) sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau 
sebaliknya. 
Pemaparan definisi dan fungsi Public Relations diatas, dapat ditarik suatu 
keimpulan bahwa ciri khas proses dan fungsi manajemen Humas (Public 
Relations Manajement) adalah sebagai berikut: 
1) Menunjukkan kegiatan tertentu (action) 
2) Kegiatan yang jelas (activities) 
3) Adanya perbedaan khas dengan kegiatan lain (different) 
4) Terdapat kepentingan tertentu (important) 
5) Adanya kepentingan bersama (common interest) 
6) Terdapat komunikasi dua arah timbal balik (reciprocal two ways tarffic 
communications).  
Kemudian berdasarkan ciri khas kegiatan Public Relations tersebut, 
menurut pakar Humas Internasional, Cutlip, Center dan Canfield, fungsi public 
relations dapat dirumuskan sebagai berikut.
19
 
a) Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan 
bersama. 
b) Membina hubungan yang harmonis antara (organisasi) dengan 
punliknya yang merupakan khalayak sasaran. 
c) Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi 
dan tanggapan masyarakat terhap badan (organisasi) yang diwakilinya. 
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d) Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada 
pimpinan demi tujuan dan manfaat bersama. 
e) Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dan mengatur arus 
informasi, publikasi serta pesan dari badan (organisasi) ke publiknya 
atau sebaliknya, demi terciptanya citra posiitif bagi kedua belah pihak. 
Berdasarkan pendapat para pakar Humas yang telah penulis uraikan, maka 
dapat peulis simpulkan bahwa public relations adalah suatu seni berkomunikasi 
diantara manajemen perusahaan, lembaga, atau instansi dengan publiknya baik 
internal maupun eksternal. Kegiatan komunikasi yang dilakukan lembaga seperti 
publikasi, promosi, periklanan dan pelayanan informasi. 
Public Relations (PR) melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan 
rencana atau program dan selanjutnya mengevaluasi setiap kegiatan yang telah 
dilakukan. Fungsinya adalah untuk mengetahui peluang-peluang yang dapat 
dimanfaatkan untuk kemajuan visi dan misi lembaga tempat dimna praktisi PR 
berada. Dengan melakukan kegiatan PR secara baik dan terpadu maka hasil yang 
diharapkan seperti good will dan citra baik dari publik akan tercapai. 
2. Fungsi dan Tugas Humas (Public Relations) 
a. Fungsi Humas (public relations) 
Public Relations atau juga dikenal sebagai Humas merupakan suatu 
profesi yang menghubungkan antara lembaga atau organisasi dengan publiknya, 
yang ikut menentukan kelangsungan hidup lembaga tersebut. 
Seiring dengan berkembangnya PR, semakin banyak pula defenisi-defenisi 
yang muncul dimasyarakat salah satunya adalah defenisi PR menurut Frank 
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Jefkins yang mengungkapkan bahwa Public Relations adalah sesuatau yang 
merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun 
ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka 
mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandasan pada saling pengertian.
20
 
Buku Public Relations: Teori dan Praktek yang di tulis oleh Djanalis 
Djanaid disebutkan dua fungsi PR, yakni fungsi konstruktif dan fungsi korektif. 
a) Fungsi Konstruktif 
Djanalis menganalogikan fungsi sebagai “peta jalan”. Jadi, Humas 
merupakan “garda” terdepan yang dibelakangnya terdiri dari 
“rombongan” tujuan-tujuan pemerintah.21 Peranan humas dalam hal ini 
mempersiapkan mental masyarakat untuk menerima kebijkan 
pemerintah/lembaga, humas menyiapkan “mental” pemerintah/lembaga 
untuk memahami kepentingan masyarakat, humas mengevaluasi 
perilaku masyarakat untuk direkomendasikan kepada manajemen, 
Humas mempersiapkan prakondisi untuk mencapai saling pengertian, 
saling percaya dan saling membantu terhadap tujuan-tujuan 
pemerintah/lembaga yang mewakilinya. 
b) Fungsi Korektif 
Fungsi Korektif adalah menjaga, membangun citra yang positif dengan 
publiknya baik dengan sesama karayawan humas (public internal) 
maupun masyarakat, pemerintah dan para investor (public eksternal).
22
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Fungsi korektif juga diperlukan oleh Humas untuk menegmbalikan citra 
baik dari publik, apabila Humas tidak mendapatkan kepercayaan dari 
publik yang disebabkan oleh kurang keefektifan dalam bekerja. 
Public relations mempunyai tujuan dan rencana yang jelas dan mutlak 
sebagai bahan loncatan memberikan informasi secara objektif kepada 
lembaga/organisasi secara keseluruahan agar menjadi pedoman bagi siapapun 
yang menjalankan program-program public relations. 
b. Tugas Humas (Public Relations) 
Tugas Humas adalah menciptakan citra positif lembaga atau organisasi 
dimata publiknya.
23
 Tugas Humas adalah sinkronisasi antara informasi dari 
lembaga/organisasi dengan reaksi dan tanggapan publik sehingga mencapai 
suasana akbar, saling mengerti, dan muncul suasana yang menyenangkan dalam 
interaksi lembaga/organisasi dengan publiknya. Penyesuaian yang menciptakan 
hubungan yang harmonis satu sama lain yang saling memberikan dan menerima 
hal-hal yang menguntungkan oleh kedua belaah pihak.
24
 
Tugas public relations merupakan kerja keras yang harus diselesaikan oleh 
praktisi Humas dilapangan mereka bekerja. Adapun tugasnya sebagai berikut: 
a. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian 
informasi/pesan secara lisan, tulisan, atau melalui gambar (visual) 
kepada publik, sehingga publik mempunyai pengertian yang benar 
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tentang lembaga atau organisasi, segenap tujuan serta kegiatan yang 
dilakukan. 
b. Memonitor, merekam dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat 
umum. 
c. Mempelajari serta melakukan analisi reaksi publik terhadap kebijakan 
lembaga/organisasi, maupun segala macam pendapat (pubpic 
acceptance dan non acceptance).
25
 
Menjalankan tugas sebagai Humas, seorang Humas harus melalui 
beberapa tahapan yaitu: 
a. Menyelidiki dan mendengar (fact finding) Taraf research-listening atau 
fact find; meliputi penelitian pendapat, sikap dan reaksi orang 
orang/publik. Disini dapat diketahui masalah apa yang sedang dihadapi. 
b. Mengambil ketentuan dan merencanakan (planning) Setelah pendapat, 
sikap dan reaksi publik dianalisa, lalu diintegrasikan atau diserahkan 
kebijaksanaan dan kegiatan organisasi. Pada taraf ini bisa ditemukan 
“pilihan yang diambil”.  
c. Melaksanakan komunikasi (communicating) Rencana-rencana diatas 
harus dikomunikasikan dengan semua pihak yang bersangkutan dengan 
metode yang sesuai. Dalam tahap ini kita “menerangkan (menjelaskan 
tindakan yang diambil dan apa alasan jatuhnya pilihan tersebut”.  
d. Penilaian (evaluating) Dinilai segi-segi berhasil dan tidaknya, apa 
sebab-sebabnya, apa yang sudah dicapai, apa resep kemanjurannya dan 
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apa faktor penghambatnya. Bagaimana hasil pelaksanaan tugas dan apa 
sebab-sebabnya “itulah pertanyaan yang timbul dalam tahap ini”.26 
Jadi tugas Humas itu sangatlah berperan penting dalam sebuah organisasi, 
dengan adanya Humas maka akan terjalinnya komunikasi yang baik dan 
harmonis. Baik itu orang-orang yang berada didalam lembaga/organisasi maupun 
orang-orang yang berada diluar lembaga/organisasi. Bila tidak berperan tugas 
Humas yang baik, maka tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara 
lembaga/organisasi dengan publiknya. 
3. Korelasi Humas Dengan Pemerintah 
Peranan Humas (Hubungan Masyarakat) atau public relations sangat 
dibutuhkan oleh hampir semua bentuk organisasi atau lembaga, yang bersifat 
komersial maupun tidak komersial, dari perusahaahn, organisasi profesi, institusi 
pendidikan, organisasi sosial budaya sampai pemerintahan. Secara garis besar 
humas adalah komunikator sebuah organisasi/lembaga/perusahaan, baik dari 
publik internal maupun publik eksternal. Karena itu, humas merupakan salah satu 
ujung tombak dari organisasi untuk bersaing dalam era globalisasi. Bagi sebuah 
organisasi Humas sangat diperlukan untuk menjalin komunikasi dengan para 
stakeholders ataupun untuk mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, dan program 
organisasi kepada publik. 
Keberadaan unit Humas disebuah instansi pemerintah merupakan suatu 
keharusan secara fungsional dan operasional dalam upaya menyebarluaskan atau 
mempublikasikan tentang suatu kegiatan atau aktifitas instansi bersangkutan yang 
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hal.56. 
20 
 
ditujukan baik untuk bubungan masuyarakat ke dalam, maupun kepada 
masyarakat luar.
27
 
Hubungannya dengan pemerintah, Humas harus representasi pemerintah 
dengan parlemen, sebagai conflict-mediation, atau mengurus hubungan antara 
instansi dengan perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional. 
Humas tidak bertugas menjadi pajangan, tapi juga untuk mengerti tingkah-laku 
dan memperhatikan media, pegawai dan kelompok lain yang juga merupakan 
baian dari deskripsinkerjanya. Untuk meningkatkan komunikasi, Humas juga 
membangun dan memelihara hubungan yang koorperatif dan wakil-wakil 
komunitas, masyarakat, pegawai dan public interest group, juga dengan 
perwakilan dari media cetak dan broadcast. 
Humas menyampaikan informasi pada publik, mengenai kebijakan, 
aktivitas dan prestasi dari suatu instansi. Tugas tersebut juga berhubungam 
dengan mengupayakan pihak manajemen supaya tetap sadar terhadap tingkah laku 
publik dan menaruh perhatian terhadap grup-grup dan organisasi, dengan siapa 
mereka bisa berhubungam. Humas menyiapkan pers rilis dan menghubungi orang-
orang media, yang sekiranya dapat menerbitkan materi dari informasi terkait 
dengan instansi dimana Humas tersebut bernaung. Banyak laporan khusus diradio 
atau televisi, berita dikoran dan artikel majalah, bermula dari meja Humas. 
Humas mengatur dan mengumpulkan program-program untuk memelihara 
dan memepertahankan kontak antara perwakilan organisasi dan publik. Humas 
mengatur speaking, engagenent, pidato untuk kepentingan sebuah instansi, 
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membuat film, slide, atau persentasi visual lain dalam rapat dan merencanakkan 
konvensi. Sebagai tambahan, Humas juga bertanggung jawab menyiapkan annual 
reports dan proposal untuk proyek-proyek yang beragam. 
Dalam pemerintahan  ¸ Humas ering disebut sebagai “sekretaris pers”, 
information officer,”“publicaffair specialist: atau communications 
spesialist”bertugas menginformasikan pada publik mengenai aktifitas yang 
dilakukan pemerintah dan pejabat-pejabat. Humas juga berurusan dengan 
publisitas, serta berurusan dengan semua aspek pekerjaan. Humas akan 
menghubungi  orang-orang, menrenccanakan dan melakukan penelitian dan 
menyiapkan material untuk distribusi. Humas juga mengurus pekerjaan 
advertising atau promosi untuk mendukung kegiatan sosialisasi kebijakan 
pemerintah.
28
 
4. Strategi Humas dalam Pemerintah 
a. Pengertian Strategi 
Strategi merupakan suatu perencanaan atau (planning) dan manajemen 
(managemen) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai suatu 
tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya 
menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik 
operasional.
29
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b. Strategi Humas (Public Relations) 
Pakar Humas dalam naskah workshop berjudul PR Strategy, mengatakan 
bahwa arti  strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana (plan), sedangkan 
rencana merupakan produk dari suatu perencanaan (planning), yang pada 
akhirnya perencanaan adalah salah satu fungsi dasar dari proses manajemen. 
Istilah strategi manajemen sering pula disebut rencana strategis atau 
rencana jangka panjang perusahaan. Suatu rencana strategis perusahaan 
menetapkan garis-garis besar tindakan strategis yang akan diambil dalam kurun 
waktu tertentu ke depan. Dari jangka panjang inilah yang menjadi pegangan para 
praktisi PR untuk menyusun berbagai rencana teknis dan langkah komunikasi 
yang akan diambil sehari-hari. Untuk dapat bertindak secara strategis, kegiatan PR 
harus menyatu dengan visi misi organisasi (instansi). 
1. Program Strategi  
Landasan umum dalam proses penyusun strategi public relations, menurut 
Ahmad S. Adnanputra dalam makalah PR strategi(1990), yang berkaitan dengan 
fungsi public relations (Humas) secara integral melekat pada manajemen suatu 
perusahaan/lembaga, yaitu sebagai berikut: 
1) Permasalahan yang muncul. 
2) Identifikasi unit sasarannya. 
3) Mengevaluasi pola kadar sikap tindakan unit sasarannya. 
4) Mengidentifikasi tentang struktur kekuasaan pada unit sasaran. 
5) Pemilihan opsi ataupun unsur taktikal strategi public relations. 
23 
 
6) Mengidentifikasi dan evaluasi terhadap perubahan kebijaksanaan atau per-
turan pemerintahan dan lain sebagainya. 
7) Langkah terakhir adalah menjabarkan strategi public relations dan taktik 
cara menerapkan langkah-langkah program yang telah direncanakan, 
dilaksanakan.
30
 
2. Komponen Pembentuk Strategi 
Suatu strategi yang dipengaruhi oleh unsur-unsur yang berkaitan dengan 
lingkungan, visi atau arah, tujuan dan sasaran dari suatu pola yang menjadi dasar 
budaya perusahaan yang bersangkutan corprate culture, yaitu: 
1) Secara makro, lingkungan perusahaan/lembaga pemerintahan tersebut 
akan dipengaruhi oleh unsur-unsur: Kebijakan umum, budaya yang dianut, 
sistem perekonomian dan teknologi yang dikuasai oleh organisasi 
bersangkutan. 
2) Secara mikro, tergantung dari misi perusahaan atau lembaga ataupun 
instansi pemerintahan, sumber-sumber yang dimiliki (sumber daya alam 
dan sumber daya guna lainnya yang dikuasai), sistem pengorganisasian, 
dan rencana atau program dalam jangka panjang atau pendek.
31
 
3. Aspek-aspek Pendekatan Strategi Humas (Public Relations) 
1) Strategi Operasional Humas (Public Relations) 
Humas berfungsi untuk menimbulkan iklim yang dapat mengembangkan 
tanggung jawab dan partisipasi seluruh sasaran Humas untuk ikut serta 
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mewujudkan tujuan. Strategi operasional yang digunakan oleh Humas adalah 
sebagai berikut: 
a. Pendekatan Persuasif dan Edukatif 
Fugsi humas adalah menciptakan komunikasi dua arah (timbal balik) 
dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada pihak publiknya 
yang bersifat mendidik dan memberikan penerangan, maupun dengan 
melakukan pendekatan persuasif, agar tercipta saling pengertian, 
menghargai, pemahaman, toleransi dan lain sebagainya. 
b. Pendekatan Tanggung Jawab Sosial 
Humas Menumbuhkan sikap tanggung jawab sosial bahwa tujuan dan 
sasaran yang hendak dicapai tersebut bukan ditunjukan untuk mengambil 
keuntungan sepihak dari publik sasarannya (masyarakat), namun untuk 
memperoleh keuntungan bersama. 
c. Pendekatan Kerja Sama 
Berupa membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan 
berbagai kalangan, baik hubungan kedalam (internal relations) maupun 
hubungan keluar (eksternal relations) untuk meningkatkan kerja sama. 
Humas berkewajiban memasyarakatkan misi instansi yang diwakilinya 
agar diterima dan mendapat dukungan dari masyarakat, dan untuk 
memperoleh opini publik serta perubahan sikap yang positif bagi kedua 
belah pihak (mutual understanding). 
d. Pendekatan Koordinatif dan Integrative. 
25 
 
Dalam aspek pendekatan strategi komunikasi public relations dan upaya 
untuk menjalin berbagai hubungan positif dengan public internal dan 
public external. Beberapa pendekatan koodinatif dan integrative mencakup 
peranan Humas (public relations) diberbagai kegiatan dilapangan, yaitu: 
Menginformasikan, menerangkan, menyarankan, membujuk, mengundang 
dan meyakinkan.
32
 
Sebelum membuat program public relations, pertama apa saja yang harus 
diperoleh, kita harus menentukan sasarannya, sasaran public relations umum 
dapat membantu: 
1) Menentukan reputasi dari kualitas perusahaan 
2) Melancarkan pemasaran produk baru atau memasuki pasar baru 
3) Menarik pekerja yang baik 
Menciptakan ahli teknologi baru atau metode-metode kerja yang 
berubah.
33
 
2) Strategi Pendekatan Sistematik 
Pendekatan sistematik yang lain untuk memecahkan masalah-masalah 
public relations terdapat dalam rumusan RACE. Pendekatan tersebut adalah 
sebagai berikut. 
a. Reseach (penelitian). Apa yang harus kita ketahui? Informasi apa yang kita 
butuhkan? Apakah riset pasar sudah ada atau diperlukan? Bentuk apa yang 
kita ambil? 
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b. Action (tindakan). Apa perubahan dibutuhkan? Bagaimana mengubahnya? 
Masalah apa saja yang akan muncul? Siapa yang akan mengubah dengan 
siapa pula yang akan  melakukan perlawanan? Siapa yang mencegahnya? 
c. Communication (komunikasi). Apa yang dikomunikasikan, kapan dan 
dengan siapa? Mengapa perlu komunikasi dengan masing-masing 
kelompok masyarakat? 
Evaluation (evaluasi). Bagaimana keberhasilan itu dapat diukur?.
34
 
5. Teori Strategi Komunikasi 
 Seperti halnya dengan strategi dalam bidang apapun, strategi komunikasi 
harus didukung oleh teori, karena teori merupakan pengetahuan berdasarkan 
pengalaman yang sudah diuji kebenarannya. 
 Banyak teori komunikasi yang sudah diketengahkan oleh para ahli, tetapi 
untuk strategi komunikasi barangkali yang memadai baiknya untuk dijadikan 
pendukung strategi komunikasi ialah apa yang dikemukakan oleh Harold D. 
Lasswell. 
 Lasswell, seperti yang dikutip oleh Onong  menyatakan bahwa cara yang 
terbaik untuk menerangkan kegiatan komunikasi ialah menjawab pertanyaan “ 
Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?” 
- Who? (Siapakah komunikatornya?) 
- Says What (Pesan apa yang dinyatakannya?) 
- In Which Channel? (Media apa yang digunakannya?) 
- To Whom? (siapa komunikannya?) 
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- With what effect? (efek apa yang diharapkan)35 
 Rumus Lasswell ini tampaknya sederhana saja. Tetapi jika kita kaji lebih 
jauh, pertanyaan “Efek apa yang diharapkan“, secara implisit mengandung 
pertanyaan lain yang perlu dijawab dengan seksama. Pertanyaan tersebut ialah : 
-  When(kapan dilaksanakannya?) 
- How(bagaimana melaksanakannya?) 
-Why (mengapa dilaksanakan demikian?)
36
 
B. Kota Madani 
1. Konsep Dasar dan Filosofi Kota Madani 
Berbicara mengenai masyarakat madani maka akan berkenaan dengan 
sejarah Rasulullah SAW yang melakukan hijrah dari kota Mekkah ke Madinah.
37
 
Masyarakat madani diposisikan sebagai pola kehidupan  masyarakat  yang  ideal.   
Aspek  historis,  para  pemikir  Islam biasanya merujuk suatu kondisi 
masyarakat pada kondisi masyarakat madinah dibawah kepemimpinan Rasulullah 
SAW. Idealitas konsep masyarakat madani tidak lain didorong oleh berbagai 
macam aspek yang ditonjolkan di antaranya adalah bahwa pola kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara senantiasa mengacu pada supremasi 
hukum, hak-hak asasi manusia, serta menghargai perbedaan dengan segala 
bentuknya (pluralisme).
38
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Kedatangan Rasulullah SAW ke Yastrib (Madinah) adalah awal bagi 
perkembangan dakwah Islam dan penyebarannya. Sebelum kedatangan beliau 
Madinah dulunya bernama Yastrib. Madinah merupakan lingkungan geografis 
dimana penduduknya terdiri dari masyarakat yang plural (majemuk). 
Penduduknya hanya sebagian saja yang beragama Islam, yang lain adalah kaum 
Yahudi,  Nasrani,  pemeluk kepercayaan  tauhid  tradisional  (kaum hanif) dan 
orang-orang musyrik. 
Tidak lama kemudian Rasulullah SAW resmi menjadi pemimpin di 
Madinah. Selanjutnya beliau kemudian mulai meletakkan dasar-dasar kehidupan 
dalam bermasyarakat. Pertama, beliau membangun mesjid, disamping sebagai 
tempat sahalat, masjid juga difungsikan sebagai tempat bermusyawarah. Kedua 
beliau membangun ukhuwah Islamiyah, yakni persaudaraan sesama muslim, 
dimana beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar sebagai 
persaudaraan berdasarkan agama. Ketiga, Rasulullah SAW membentuk perjanjian 
yakni membangun hubungan persahabatan dengan pihak-pihak yang bukan 
beragama Islam. 
Hal tersebut beliau lakukan agar stabilitas masyarakat dapat diwujudkan, 
adanya  kebebasan  dalam  hal  beragama,  dan  juga  menyuarakan  pendapat. 
Perjanjian tersebut  yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah. Inti dari 
Piagam Madinah tersebut yakni adanya sebuah kesepakatan untuk hidup rukun 
dan juga damai antara orang-orang Muhajirin (Mekkah), orang-orang Anshar 
(Madinah)  dan  kaum  Yahudi  ataupun  non  muslim;  dimana  mereka  saling 
29 
 
membela dan mempertahankan negara mereka secara bersama-sama dari ancaman 
ataupun serangan musuh. 
Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Yastrib, maka kota tersebut diberi nama 
Madinah yang artinya kota. Beliau mampu memandang jauh ke depan bahwa kota 
tersebut memiliki prospek sebagai kota yang memiliki peradaban maju dan siap 
tinggal landas menuju suatu kemajuan baik secara fisik maupun moral. 
Masyarakat berperadaban itulah yang kemudian disebut dengan masyarakat 
madani, dimana merupakan suatu masyarakat yang terbuka, hidup rukun dan 
damai dengan beragam keyakinan dan kepercayaan, dan juga setiap individu dapat 
mengemukakan pendapatnya secara demokratis. Bahkan setiap individu dalam 
masyarakat tersebut dapat berkontribusi satu sama lain dalam pembangunan 
dengan berlandaskan pada keadilan, kebaikan, dan juga kesejahteraan bersama.
39
 
2. Sejarah Kota Madani 
Sejarah awal civil society tidak bisa dilepaskan dari filsuf Yunani 
Aristoteles (384-322 SM) yang memandang konsep civil society (masyarakat 
sipil) sebagai sistem kenegaraan atau identik dengna negara itu sendiri. Konsep 
civil society pada masa ini dikenal sebagai istilah koinimia politike, yaitu sebuah 
komunitas politik tempat warga terlibat langsung dalam berbagai percaturan 
ekonomi-politik dan pengambilan keputusan. Istilah Koinonia politike yang 
dikemukanan oleh Aristoteles ini digunakan untuk menggambarkan sebuah 
masyarakat politis dan etis dimana warga negara didalamnya berkedudukan sama 
didepan hukum. Pandangan ini mengalami perubahan dengan pengertian civil 
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society yang berkembang dewasa ini, yakni masyarakat sipil diluar dan 
penyeimbang lembaga negara. 
Proses sejarah dari masyarakat Barat, perkembangannya bisa diruntut 
mulai dari Cecero sampai pada Antonio Gramsci dan De’Tocquville bahkan 
menurut Manfred Ridel, Cohen dan Arato serta M Dawam Raharjo. Konsep civil 
society kemudian dikembangkan oleh filosof John Locke dari istilah Civillian 
Govermant (pemerintahan sipil) yang berasal dari bukunya Civilian Goverment 
pada tahun 1960. Buku tersebut mempunyai misi menghidupkan pesan 
masyarakat dalam menghadapi kekuasaan-kekuasaan mutlak para raja dan hak 
istimewa para bangsawan.
40
 
Locke membangun pemikiran otoritas umat untuk merealisasikan 
kemerdekaan dan kekuasaan elit yang memonopoli kekuasaan dan kekayaan 
dalam  misi  pembentukan  pemerintahan  sipil.  Semua  itu  dapat  terwujud 
melalui demokrasi parlementer, yaitu keberadaan parlemen atau wakil adalah 
pengganti otoritas para raja. Sementara John Jack Rosseau dengan bukunya The 
Cocial Control memaparkan tentang pemikiran otoritas rakyat dan perjanjian 
politik yang harus dilaksanakan antara manusia dan kekuasaan dan pada  intinya  
mempunyai  tujuan  yang  sama  dengan john  Locke,  yaitu mengajak manusia 
untuk ikut menentukan hari dan masa depannya serta menghancurkan monopoli 
yang dilakukan oleh kaum elit yang berkuasa dengan kepentingan manusia.
41
 
Locke (1632-1704) dan Rossean (1712-1778) membuka jalan 
pemberontakan terhadap dominasi kekuasaan dan kesewenangan dan pada 
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akhirnya melahirkan revolusi Perancis 1789, sehingga permulaan abad XIX 
muncul pemikiran-pemikiran cemerlang yang mengobarkan pembentukan 
masyarakat madani yang menjadi simbol bagi realita dengan di penuhi berbagai 
kontrol terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan elit yang mendominasi 
kekuasaan Negara yang mencakup banyak partai, kelompok, perkumpulan, 
himpunan, ikatan sebagai lembaga kekuasaan. 
Kesulitan dalam mencari padanan kata “Masyarakat Madani” dalam 
literatur bahasa Indonesia di sebabkan oleh hambatan psikologis untuk 
menggunakan istilah-istilah Arab-Islam dan tiadanya pengalaman empiris 
penerapan nilai-nilai madaniyah dalam tradisi kehidupan politik bangsa Indonesia  
akhirnya  banyak  orang  yang  memadankan  istilah  masyarakat madani dengan 
civil society, societas civilis (Romawi), atau koinonia politike (Yunani).
42
 
Menurut  Dawam  Raharjo  pengertian  masyarakat  madani  mengacu 
kepada  integrasi  umat  atau  masyarakat,  gambaran  itu  misalnya  terlihat 
melalui  wujud  NU  dan  Muhammadiyah.  Dalam  konteks  ini  masyarakat 
madani lebih mengacu pada penciptaan peradaban yang mengacu kepada al- Din, 
al-Tamaddun atau al-madinah yang secara harfiah berarti kota, dengan demikian  
konsep  masyarakat  madani  mengandung  tiga  hal  yaitu  agama sebagai 
sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota atau perkumpulan 
sebagai hasilnya. Meskipun demikian akan timbul interpretasi berbeda jika konsep 
                                                 
42
Nurcholish Madjid, Masyarakat Tamaddun : Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani. 
Cet 1,v.ii 
32 
 
itu diartikan luas sebagai masyarakat utama atau unggul (al-Khair  al-ummah).
43
 
yang  bisa  berarti  masyarakat  madani  dan  bisa  pula berarti Negara. 
Mengutip Hegel, Suseno berpendapat bahwa masyarakat madani pada 
hakekatnya adalah kehidupan masyarakat diluar lingkungan primordial seperti 
keluarga atau kenalan pribadi yang diminati secara pribadi yang tidak ditentukan 
dan diadakan oleh Negara yang berkembang menurut di namikanya sendiri dan  
produk dari perkembangan masyarakat tradisional menuju masyarakat paska 
tradisional atau modern.
44
 
Konsep civil society  di artikan sama sengan konsep masyarakat madani, 
dimana sistem sosial yang ada dalam masyarakat madani diambilkan dari sejarah 
Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin ketika itu yang membangun peradaban 
tinggi dengan mendirikan Negara-Kota Madinah dan meletakkan dasar-dasar 
masyarakat madani dengan menggariskan ketentuan untuk hidup bersama dalam 
suatu dokumen  yang  di  kenal  dengan  Piagam  Madinah (Mitsaq al-Madinah).
45
 
Idealisasi tatanan masyarakat Madinah ini didasarkan pada keberhasilan 
Nabi dalam mempraktekkan dan mewujudkan nilai-nilai keadilan, ekualitas,  
kebebasan,  penegakan  hukum  dan  jaminan  terhadap  kesejahteraan bagi  semua  
warga serta perlindungan  terhadap  kaum  yang lemah dan kelompok minoritas, 
walupun eksistensi masyarakat madani hanya sebentar  tetapi  secara  historis  
memberikan  makna  yang  penting  sebagai teladan bagi perwujudan masyarakat 
yang ideal di kemudian hari untuk membangun tatanan kehidupan yang sama, 
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maka dari itu tatanan masyarakat Madinah yang telah dibangun oleh Nabi 
Muhammad SAW secara kualitatif dipandang oleh sebagian intelektual muslim 
sejajar dengan konsep civil society. Pada dasarnya masyarakat madani yang 
dicontohkan oleh Nabi adalah reformasi total terhadap masyarakat yang hanya 
mengenal supremasi kekuasaan pribadi seorang raja sebagaimana selama ini 
menjadi pengertian umum tentang Negara. 
Menurut Nurcholish Madjid, kata "Madinah" berasal dari bahasa Arab 
“Madaniyah” yang berarti peradaban. Karena itu masyarakat madani berasosiasi 
pada masyarakat yang beradab.
46
 Nurcholish Madjid menjelaskan bahwa istilah  
masyarakat madani  merujuk kepada masyarakat Islam yang pernah dibangun oleh 
Nabi Muhammad SAW di Madinah yaitu daerah yang bernama Yastrib yang 
kemudian di ubah menjadi Madinah yang pada hakekatnya pernyataan niat untuk 
mendirikan dan membangun masyarakat yang berperadaban berlandaskan ajaran 
Islam dan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di kota itu. 
ciri-ciri mendasar masyarakat yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW adalah 
egaliterisme, penghargaan terhadap orang berdasarkan prestasi (bukan kesukuan, 
keturunan dan ras), keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat 
penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme dan musyawarah.
47
 
Istilah masyarakat madani di Indonesia diperkenalkan oleh Dato Anwar 
Ibrahim ketika berkunjung ke Indonesia, dalam ceramahnya pada sinponsium 
Nasional dalam rangka forum ilmiah pada acara festival Istiqlal 26 September 
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1995, memperkenalkan istilah masyarakat madani sebagai terjemahan civil 
society.
48
 Lebih lanjut Anwar Ibrahim menyebutkan bahwa masyarakat 
madani adalah sistem sosial yang subur yang di asaskan pada prinsip moral yang 
menjamin keseimbangan antara kebebasan perseorangan dengan  kestabilan  
masyarakat.  Penerjemahan  civil  society  menjadi masyarakat madani didasari 
oleh konsep kota Ilahi, kota peradaban atau masyarakat kota dan di sisi lain 
pemaknaan itu juga dilandasi oleh konsep al- Mujtama’ al-Madani yang 
dikenalkan oleh Naqwib al-Attas.
49
 
Masyarakat  madani  merupakan  konsep  tentang  masyarakat  yang 
mampu memajukan dirinya melalui aktifitas mandiri dalam suatu ruang gerak 
yang tidak mungkin Negara melakukan intervensi terhadapnya. Hal ini terkait erat 
dengan konsep masyarakat madani dengan konsep demokrasi dan demokratisasi,  
karena  demokrasi  hanya  mungkin    tubuh  pada  masyarakat madani dan 
masyarakat madani hanya berkembang pada lingkungan yang demokratis.
50
 
Perspektif Suseno, terwujudnya masyarakat madani sebagian berjalan 
sendiri, tetapi sebagian juga tergantung kepada keputusan-keputusan politik 
ditingkat struktural, oleh karena itu kondisi yang kondusif perlu diciptakan, 
pertama deregulasi ekonomi yang mengarah pada penghapusan terutama hal-hal 
seperti kartel, monopoli, dominasi dan sistem koneksi atas prestasi ekonomi, 
kedua keterbukaan politik meskipun harus dilakukan dalam konteks tahap tertentu 
sesuai dengan perkembangan ekonomi berkelanjutan untuk mendorong  
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terjadinya demokratisasi. Ketiga perwujudan Negara hukum secara efektif, 
termasuk jaminan hak asasi manusia. 
Sikap dan prilaku masyarakat madani sebagai citizen yang memiliki hak 
dan kebebasan juga harus menjadi equel rights, yaitu memperlakukan sesama 
warga Negara sebagai pemegang hak dan kewajiban yang sama, maka pemaksaan 
kehendak oleh orang atau kelompok masyarakat kepada orang atau  kelompok  
masyarakat  yang  lain  merupakan  pengingkaran  terhadap prinsip masyarakat 
madani. 
3. Kota Banda Aceh Sebagai Model Kota Madani  
Aceh merupakan salah satu daerah yang telah mengalami perjalanan 
sejarah cukup panjang. Sebagaimana yang diketahui, masyarakat Aceh dulu 
pernah berjaya sebagai sebuah kerajaan yang makmur serta memiliki hubungan 
perdagangan dan diplomatik yang luas dengan dunia luar. Bahkan pada masa 
jayanya tersebut, Aceh merupakan pusat penyebaran agama Islam ke beberapa 
tempat di Indonesia dan Asia Tenggara.
51
 
Dalam sejarahnya, masyarakat Aceh telah mengamalkan nilai-nilai 
keislaman yang begitu kuat sejak zaman kesultanan, sehingga Islam tidak hanya 
berperan sebagai sebuah agama melainkan juga menjadi adat yang melekat dalam 
diri masyarakat Aceh. Semangat mempertahankan keislaman yang dimiliki oleh 
masyarakat Aceh telah membawa Aceh kepada kemenangan melawan penjajahan 
Belanda dimana Aceh merupakan satu-satunya daerah yang tidak pernah 
ditaklukan oleh Belanda. Semangat ini juga yang memberi suatu kekuatan pada 
                                                 
51
Alfian dalam Jurnal Ilmu Politik 5. 1989. Arus Nilai Baru Masyarakat Aceh Dalam 
Konsep Pembangunan Berwawasan Nusantara. Jakarta: PT Gramedia. hal. 34. 
36 
 
masyarakat Aceh sehingga mereka tidak takut mati dalam memperjuangkan 
negara dan agama. 
Masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya dimana 
Islam telah menjadi bagian dari mereka baik dengan segala kelebihan maupun 
kekurangannya. Masyarakat Aceh amat tunduk kepada ajaran Islam dan mereka 
taat serta memperhatikan fatwa ulama karena ulamalah yang menjadi ahli waris 
Nabi Muhammad SAW. 
Aceh dikenal sebagai Serambi Mekkah dikarenakan dari wilayah paling 
barat inilah kaum Muslimin dari wilayah lain di Nusantara berangkat ke tanah 
suci Mekkah untuk menunaikan rukun islam yang kelima (ibadah haji).
52
 Syariat 
Islam di Aceh bukanlah merupakan suatu hal yang baru, dimana usaha 
penerapannya telah dikenal sejak zaman kesultanan terdahulu. Syariat atau hukum 
Islam merupakan seperangkat peraturan Allah yang wajib dilaksanakan oleh 
setiap umat Islam. Hal tersebut bertujuan untuk menjalin hubungan antara 
manusia dengan Allah dan antara manusia dengan manusia secara reguler, dan 
ketentuan tersebut yang menyebabkan syariat tidak dapat dipisahkan dengan etika 
maupun akhlak.
53
 
Runtuhnya kekuasaan presiden Soeharto telah mewujudkan pemerintahan 
yang lebih demokratik bagi bangsa Indonesia. Salah satunya yakni ditandai 
dengan pemberian otonomi khusus kepada beberapa daerah yang ada di seluruh 
Indonesia. Pada tahun 1999, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang 
Nomor 44 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah 
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Istimewa Aceh. Undang-undang inilah yang kemudian menjadi dasar penerapan 
syariat Islam di Aceh, dimana isi daripada Keistimewaan untuk Aceh berupa 
pelaksanaan kehidupan beragama, adat dan pendidikan serta memperhatikan 
peranan ulama dalam penetapan kebijakan daerah.
54
 
Selain itu, dalam undang-undang tersebut juga ditegaskan bahwa Aceh 
diberikan keistimewaan yaitu pelaksanaan Syariat Islam dalam aspek kehidupan 
sosial masyarakat secara menyeluruh (kaffah).
55
 Dengan demikian, seluruh aspek 
kehidupan masyarakat Aceh akan diatur oleh hukum syariat yang bersumber dari 
Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, baik yang diambil dari pendapat 
dan penafsiran para ulama Islam terdahulu ataupun berdasarkan hasil musyawarah 
ulama Aceh yang ada saat ini dengan berlandaskan pada konteks budaya dalam 
masyarakat Aceh. Perkembangan selanjutnya yang dialami Aceh, yakni pada 
tahun 2001 pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh 
Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.  
Dalam undang-undang ini, hal-hal yang bersifat umum yang terdapat pada 
undang-undang sebelumnya dibuat menjadi lebih khusus, yaitu dengan 
menetapkan peraturan daerah Aceh yang disebut dengan qanun, dan diakuinya 
Mahkamah Syariah sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia.
56
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Rusjdi Ali Muhammad. 2003. Revitalisasi Syari‟at Islam di Aceh. Banda Aceh: Ar-
Raniry Press. hal. 251. 
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Undang-undang ini kemudian menjadi dasar dari lahirnya beberapa qanun 
pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Namun setelah disahkannya Undang-Undang 
Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2001 tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2006 yang kemudian menegaskan lahirnya undang-undang yang mengatur 
syariat Islam di Aceh yang disebut dengan qanun.  
Qanun lahir melalui proses perundingan di DPRA (Dewan Perwakilan 
Rakyat Aceh), dimana qanun inilah yang kemudian menjadi hukum resmi syariat 
Islam di Aceh.  
Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah 
yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di 
Provinsi Aceh.  
Berikut ini adalah Qanun Aceh yang diterbitkan pada tahun 2014:.
57
   
 Qanun Aceh no 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum 
 Qanun Aceh no 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 
 Qanun Aceh no 4 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2013   
 Qanun Aceh no 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat 
 Qanun Aceh no 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan 
 Qanun Aceh no 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam 
 Qanun Aceh no 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah 
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http://www.acehprov.go.id/hukum/read/59/qanun-2014.html Di Akses pada tanggal 12 
Desember 2015 Pukul 11.56 WIB. 
39 
 
 Qanun no 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 
Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh   
Qanun no 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 
Menurut Bogdan dan Taylor bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 
dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.
58
 Sedangkan penelitian 
deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan 
pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.
59
 
Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mana masalah 
yang akan diteliti dipecahkan dengan menggambarkan, melukiskan, memaparkan 
subjek dan objek penelitian seseorang atau lembaga masyarakat berdasarkan 
fakta-fakta yang tampak tanpa mengurangi sebagaimana adanya.
60
 Pada penlitian 
ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data sebagai usaha 
menggali lebih dalam bagaimana strategi Humas pemerintah Kota Banda Aceh 
dalam mewujudkan model Kota Madani. 
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2007), hal.330. 
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Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 
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B. Objek dan Subjek Penelitian 
a. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya, 
sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam 
penelitian sesuai dengan  masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data 
dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.
61
 
Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah: Humas Pemerintah 
Kota Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, dan Masyarakat yang 
berdomisili di Kota Banda Aceh. 
b. Objek Penelitian 
Objek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi penelitian yang ingin 
diketahui apa yang terjadi didalamnya. Pada objek penelitian ini, peneliti dapat 
mengamati secara mendalam aktivitas (aktivity) orang-orang (actors) yang ada 
pada tempat (place) tertentu.
62
 
Objek dari penelitian ini adalah Strategi Humas Pemerintah Kota Banda 
Aceh dalam mewujudkan model Kota Madani di Humas pemerintah Kota Banda 
Aceh. 
c. Informan Penelitian 
Informan merupakan seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi 
penting tentang suatu objek penelitian. Informan penelitian yang dimaksud di sini 
yaitu 3 orang dari Bagian Humas Pemerintah Kota Banda Aceh, 1 orang dari 
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Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, dan 3 orang masyarakat yang berdomisili 
di Kota Banda Aceh. 
Penulis mewawancarai 3 dari pihak Humas tersebut dikarenakan mereka 
adalah sebagai komunikator atau pihak yang menjalankan strategi komunikasi ke 
masyarakat terkait konsep Kota Madani. Selanjutnya penulis mewawancarai  
pihak dari Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam hal ini karena mereka 
adalah berada dibarisan terdepan dan merupakan salah satu dinas yang 
mendukung terkait dengan mewujudkan Kota Madani. Kemudian masyarakat 
Kota Banda Aceh dikarenakan mereka adalah orang yang menjadi sasaran dari 
Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mencapai Model Kota Madani. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data 
primer dikumpulkan melalui studi lapangan (Field Research) dengan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (Library Research) 
yakni buku-buku, bahan-bahan kuliah dan artikel yang didapat dari internet. 
Langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut : 
a. Observasi  
Teknik pengumpulan observasi adalah kegiatan pemuatan perhatian 
terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.
63
 Menurut Indrianto 
dan Supomo observasi yaitu proses pencatatan pada pola perilaku subjek (orang), 
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Soejono, SH, & H. Abdurrahman, SH.MH, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan 
Penerapan, Cetakan II, (Jakarta: Rinek Cipta, 2005), hal.133. 
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objek (benda-benda) atau kejadian yang sistematik, adanya pertanyaan atau 
komunikasi dengan individu-individu.
64
  
Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai 
dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat 
dikontrol keandalan (realibilitas) dan kesahihannya (validitasnya). Observasi 
merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan 
psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah 
mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti.
65
 
Dalam hal ini peneliti mengobservasi langsung ke Kantor Wali Kota 
Banda Aceh di bagian kehumasan terkait dengan strategi yang diterapkan oleh 
Humas Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan model Kota Madani. 
b. Wawancara 
Wawancara (interview) merupakan kegiatan percakapan antara dua pihak 
dengan tujuan tertentu.
66
 Proses kegiatan percakapan antara dua pihak, yaitu 
pewawancara yang mengajukan pertanyaan. Jenis wawancara penulis gunakan 
dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara tatap muka 
dengan para karyawan yang berada di Bagian Humas Pemerintah Kota Banda 
Aceh yang di wawancari yaitu:  
Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Banda Aceh, Kepala Dinas 
Syariat Islam Kota Banda Aceh, dan masyarakat berdomisili di Banda Aceh. 
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Tabel 3.1.: Informan Penelitian 
No Nama Umur Pekerjaan Alamat 
1 Aulia Rachmana 
Putra 
28 Tahun Kasubag advokasi 
kehumasan kota Banda 
Aceh 
Kuta Alam 
2 Mahdi Adela 46 Tahun Kasubbag Pemberitaan 
Pemerintah Kota Banda 
Aceh 
Lampenerut 
3 Yudi Risman 39 Tahun Penyusun Bahan dan Infor
masi Humas Pemerintah 
Kota Banda Aceh 
Kuta Alam 
4 Marzuki 45 Tahun Kasi Perundang-undangan 
dan hukum Islam Dinas 
Syariat Islam Kota Banda 
Aceh 
Ulee Kareng 
5 Fatimah Azzara 27 Tahun Wirausaha 
 
Keutapang 
6 Taufik 29 Tahun Wirausaha 
 
Kuta Alam 
7 Anwar 30 Tahun Pedagang 
 
Ulee Kareng 
 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan menngumpulkan sejumlah informasi yang 
tertulis mengenai data. Dokumen yang berkaitan dengan penelitian ada dibagian 
Humas Pemerintah Kota Banda Aceh berhubungan dengan masalah yang diteliti, 
baik tertulis maupun praktek yang dilaksanakan oleh Bagiam Humas Pemerintah 
Kota Banda Aceh, berupa: Suplemen Warta Banda Aceh, Newsletter Warta Kota, 
Website Pemko, PDF Persentasi Kota Madani. 
Setelah semua data-data terkumpul, barulah pengolahan data dilakukan 
dengan menganalisa data-data yang diperoleh dan yang relevan dengan 
permasalahan yang diteliti. 
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D. Teknik Analisis Data 
Setelah peneliti merasa data yang terkumpul sudah cukup maka dilakukan 
analisis. Data hasil observasi akan dianalisis dengan membuat kategori-kategori 
tertentu atau domain-domain tertentu.
67
 Setelah semua data diperoleh di lapangan 
yang sudah menggunakan berbagai cara dan sistem untuk mendapatkan data. 
Setelah itu data tersebut diklasifikasikan dan dianalisis dengan menempuh 
langkah-langkah berikut: 
1) Mencatat apa yang peneliti dapatkan dilapangan. 
2) Mengumpul dan mengklasifikasikan dari data yang telah dicatat 
dilapangan. 
3) Mengumpulkan sejumlah data mentah untuk diselidiki dan dianalisis. 
4) Menyeleksi data yang relevan. 
5) Menganalisis (membahas) dan menyimpulkan. 
Semua data yang diperoleh dibahas melalui metode deskriptif, karena 
dengan metode ini akan dapat menggambarkan semua data yang diperoleh serta 
didiskripsikan data bentuk tulisan yang dipandang sebagai karya ilmiah. Dengan 
menggunakan metode ini juga seluruh kemungkinan yang dapat dilapangan akan 
dapat dipaparkan secara lebih umum dan dapat dijabarkan lebih luas. Hal ini 
ditempuh dengan menganalisis terlebih dahulu terhadap fakta dilapangan sehingga 
memberi jawaban terhadap strategi Humas pemrintah Kota Banda Aceh dalam 
mewujudkan model Kota Madani. 
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2007), hal, 195. 
46 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Profil Kota Banda Aceh 
1. Sejarah Kota Banda Aceh 
Banda Aceh sebagai Ibukota Kerajaan Aceh Darussalam dalam 
sejarahnya, dan sekarang ini merupakan Provinsi Aceh telah berusia 812 tahun 
(tahun 2018 M) merupakan salah satu Kota Islam Tertua di Asia Tenggara. 
Seiring dengan perkembangan zaman Kerajaan Aceh Darussalam dalam 
perjalanan sejarahnya telah mengalami zaman gemilang dan pernah pula 
mengalami masa-masa suram yang menggetirkan. 
Adapun Masa gemilang Kerajaan Aceh Darussalam yaitu pada masa 
pemerintahan Sultan Alaidin Ali Mughayat Syah, Sultan Alaidin Abdul Qahhar 
(Al Qahhar), Sultan Alaidin Iskandar Muda Meukuta Alam dan Sultanah Tajul 
Alam Safiatuddin.
68
 
Sejak itu Ibu Kota Banda Aceh Darussalam diganti namanya oleh 
Gubernur Van Swieten ketika penyerangan Agresi ke-2 Belanda pada Kerajaan 
Aceh Darussalam tanggal 24 Januari 1874 setelah berhasil menduduki 
Istana/Keraton yang telah menjadi puing-puing dengan sebuah proklamasinya 
yang berbunyi : Bahwa Kerajaan Belanda dan Banda Aceh dinamainya dengan 
Kutaraja, yang kemudian disahkan oleh Gubernur Jenderal di Batavia dengan 
beslit yang bertanggal 16 Maret 1874, semenjak saat itu resmilah Banda Aceh 
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Darussalam dikebumikan dan diatas pusaranya ditegaskan Kutaraja sebagai 
lambang dari Kolonialisme.  
Setelah 89 tahun nama Banda Aceh Darussalam telah dikubur dan 
Kutaraja dihidupkan, maka pada tahun 1963 Banda Aceh dihidupkan kembali, hal 
ini berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah 
bertanggal 9 Mei 1963 No. Des 52/1/43-43. Dan semenjak tanggal tersebut 
resmilah Banda Aceh menjadi nama Ibukota Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam 
bukan lagi Kutaraja hingga saat ini. 
Sejarah duka Banda Aceh yang masih segar dalam ingatan adalah 
terjadinya bencana gempa dan tsunami pada hari Minggu tanggal 26 Desember 
2004 telah menghancurkan sepertiga wilayah Kota Banda Aceh. Ratusan ribu jiwa 
penduduk menjadi korban bersama dengan harta bendanya menambah kegetiran 
warga Kota Banda Aceh. Bencana gempa dan Tsunami dengan kekuatan 8,9 SR 
tercatat sebagai peristiwa terbesar sejarah dunia dalam masa dua abad terakhir.
69
 
2. Visi dan Misi Kota Banda Aceh 
Di bawah pemerintahan Walikota  Mawardy dan Illiza Kota Banda Aceh 
mempunyai visi dan misi yaitu: ”Banda Aceh model Kota Madani” dimana Kota 
Madani adalah sebuah kota yang penduduknya beriman dan berakhlak mulia, 
menjaga persatuan dan kesatuan, toleran dalam perbedaan, taat hukum dan 
memilili ruang publik yang luas. Disamping itu masyarakatnya ikut berpartisipasi 
dalam penyelenggaraan pembangunan, insklusif, mampu bekerjasama untuk 
menanggapi tujuan bersama yang dicita-citakan. Keadaan ini diharapkan 
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melahirkan Warga Kota Banda Aceh yang memiliki jati diri yang amanah, taat 
aturan, damai, sejahtera, harga diri tinggi, berbudaya dan beradap.
70
 
Sedangkan misi yang direncanakan oleh Wali Kota dan wakil Wali Kota 
yaitu: 
1. Meningkatkan kualitas pengalaman agama menuju pelaksanaan syariat 
Islam secara kaffah 
2. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik 
3. Memperkuat ekonomi kerakyatan 
4. Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas sehat dan sejahtera 
5. Meningkatkan partisipasi perempuan dakam ranah publik dan 
perlindungan anak 
6. Meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan kota 
1. Visi kehumasan: 
a. Menjadikan bagian humas sebagai pemberi pelayanan publik dibidang 
informassi secara prima serta mewujudkan banda aceh sebagai kota 
madani 
2. Misi kehumasan: 
a. Memberikan informasi secara cepat, tepat dan akurat dan didukung dengan 
SDM (sumber daya manusia) serta sarana dan prasarana yang memadai. 
b. Mewujudkan bagian Humas sebagai mediator antara pemerintahan kota 
dengan publik. 
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Agustus 2017. 
49 
 
 
 
c. Mewujudkan sistem kinerja bagian humas yang lebih berkualitas dan 
transparan.
71
 
3. Program Kerja Kota Banda Aceh 
Diantara program kerja yang dijalankan oleh Humas pemerintah Kota 
Banda Aceh sebagai berikut: 
a. Permasalahan bidang syariat Islam atau keagamaan 
Upaya yang dilakukan adalah melakukan pengawasan terhadap 
peredaran makanan dimasyarakat, penyusunan draft regulasi/ payung 
hukum terhadap penanganan anak-anak punk.
72
 
Selain itu upaya yang dilakukan dibidang keagamaan juga meliputi: 
1. Melaksanakan dakwah umum jum’atan dan dakwah remaja keliling. 
2. Membentuk kelompok Brigade Masjid, Da’i perkotaan, Muhtasib 
gampong dan tim tamar.  
3. Membuat pilot project Gampong Syariah. 
4. Membentuk komunitas subuh keliling dan subuh berkah. 
5. Memperkuat baitul mal dalam pengumpulan dan penyaluran zakat. 
6. Membuat pilot project cyberisasi Masjid. 
7. Meningkatkan jumlah hafiz dan hafizah. 
b. Permasalahan sosial dan keamanan. Upaya yang dilakukan meliputi: 
1. Penyuluhan terhadap narkoba terhadap generasi muda dan razia 
narkoba. 
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2. Pembentukan BNN kota tahun 2017. 
3. Penanganan dan pendampingan peerempuan dan anak kasus 
kekerasan. 
4. Penyusunan Perwal penanganan gepeng/ anak terlantar/ 
menelantarkan diri. 
5. Pemasangan CCTV pada lokasi keramaian dan taman.73 
c. Pariwisata dan budaya 
Indikator dan target: 
1. Meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan mancanegara (287. 
109 orang). 
2. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (23, 5%). 
Sementara sarana/prasarana yang mendukung pariwisata masih 
terbatas. 
d. Permasalahan bidang pendidikan dan  kesehatan, upaya yang 
dilakukan pada bidang pendidikan ialah penyusunan qanun pendidikan 
diniyah di kota Banda Aceh. Adapun pada bidang kesehatan meliputi 
hal sebagai berikut:  
1. Melakukan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat secara intens 
kepada masyarakat. 
2. Melakukan pengawasan makanan terhadap peredaran makanan di 
masyarakat. 
3. Membangun database kesehatan secara terintegrasi.74 
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e. Permasalahan bidang infrastruktur, upayan yang dilakukan: 
1. Penyediaan jalur aksesibilitas bagi disabilitas. 
2. Penataan dan peningkatan kualitas permukiman. 
3. Penataan sistem perparkiran secara terpadu (terintegrasi) 
4. Peningkatan upaya pengelolaan lingkungan oleh pelaku usaha dan 
pemerintah. 
Dalam pelaksanaan Syariat Islam Pemko Kota Banda Aceh telah 
meningkatkan jumlah masjid yang memenuhi standar kebersihan dan 
ketertiban dari dari 9 menjadi 27 masjid. Prestasi MTQ di tingkat provinsi 
juga meningkat dari peringkat 6 menjadi peringkat 4,9 tim pengawasan 
syariat yaitu tim amar ma’ruf nahi mungkar (Tamar gampong) telah 
dibentuk. Kemudian pada bidang peningkatan infrastruktur, Banda Aceh 
kini telah lebih dari 95 % jalan dalam kondisi baik, serta melakukan 
pelebaran ruas jalan. Pembangunan fly over dan underpass semakin 
membuat Banda Aceh nantinya menjadi lebih indah dan berkembang.  
Terkait program kerja pemerintah kota Banda Aceh, dalam hal ini  
Penulis hanya memaparkan beberapa program kerja saja, dan masih ada 
beberapa program kerja lainnya. 
 
 
 
 
                                                                                                                    
74
 Ibid. hal. 33. 
46 
 
Struktur Bagian Humas Kota Banda Aceh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kepala Bagian Humas 
Dodi Haikal, S. STP 
NIP. 1982 0421 200012 1 001 
 
 
Kasubbag Dokumentasi 
Evi Marlina, SE. MBus. 
NIP. 19761020 20006 2 003 
Kasubbag Pemberitaan 
Mahdi Adela, S. Pd. MM  
NIP. 19720819 200604 1 006 
Kasubbag Advokasi 
Aulia Rachmana Putra, S. STP 
NIP. 19900912 201010 1 001 
Tim Peliputan 
(fotografer/kameraman) 
1. Irwansyah Putra, S. Sos 
NIP.19750524 200504 1001 
 
2. Kiki Nuryakin  
NIP.19790921 200112 1 003 
 
3. Twk. Wahidin 
(Tenaga Honorer) 
 
4. Surya Mardiansyah, Amd 
(Tenaga Kontrak) 
 
5. Muharafa Athazsab 
(Tenaga Kontrak) 
Pengelola Data 
Nur Fitriani, Amd 
NIP. 19790907 200801 2011 
Jurnalis  
1.  Afrizal 
NIP. 19760304 291001002 
2. Hafid Jinaidi 
(Tenaga Kontrak) 
3. Munawar Hafizhi 
(Tenaga Kontrak) 
Penyusun Bahan Informasi 
Yudi Risman, SH 
NIP. 19790520 2010011002 
Pengadministrasian 
analis dan kemitraan 
media  
Syamsul Bahri 
NIP.19680712 200703 
1060 
Pengadministrasi 
persuratan 
Irma Suryani, S. Sos 
NIP.19711115 200132 2 
002 
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B. Strategi Humas Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mewujudkan Model 
kota Madani 
Strategi Humas Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menciptakan 
komunikasi dua arah dengan masyarakat dalam mewujudkan Banda Aceh model 
Kota Madani merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan. Dalam 
membangun komunikasi yang baik tentunya mempunyai perencanaan yang 
tersusun dengan rapi sesuai dengan tujuan dari sebuah komunikasi. 
Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dari pihak Humas 
Pemerintah Kota Banda Aceh, adapun strategi yang digunakan dalam 
mensosialisasikan tentang Kota Madani yakni:
75
 
1. Pendekatan persuasif dan edukatif 
Dalam hal ini fungsi Humas adalah meciptakan komunikasi dua arah 
dengan masyarakat dengan menyebarkan berbagai macam informasi yang 
mendidik, serta memberikan penerangan kepada publik atau masyarakat, selain itu 
juga melakukan pendekatan persuasif, sehingga masyarakat bisa saling  
pengertian dan menghargai satu sama lain. 
Dalam komunikasi, pendekatan persuasif merupakan salah satu cara atau 
teknik yang banyak digunakan. Pendekatan persuasif yakni menyampaikan suatu 
informasi dengan cara membujuk, merayu, dan edukatif adalah pesan yang 
mendidik. Komunikator atau orang yang menyampaikan pesan dalam pendekatan 
tersebut adalah pihak Humas Pemerintah Kota Banda Aceh, dalam hal ini pihak 
Humas menyampaikan pesan terkait dengan konsep Kota Madani ke masyarakat 
                                                 
75
Hasil Wawancara dengan Yudi Risman, Penyusun Bahan dan Informasi Humas 
Pemerintah Kota Banda Aceh, 17 Desember 2017. 
47 
 
 
 
baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan media) dengan 
harapan masyarakat memahami tentang konsep Kota Madani. 
2. Tanggung Jawab Sosial Humas 
Pemerintah Kota Banda Aceh mempunyai visi dan misi yaitu: ”Banda 
Aceh model Kota Madani” dimana Kota Madani adalah sebuah kota yang 
penduduknya beriman dan berakhlak mulia, menjaga persatuan dan kesatuan, 
toleran dalam perbedaan, taat hukum dan memiliki ruang publik yang luas. 
Humas Pemerintahan Kota Banda Aceh dalam mencapai tujuan yakni 
sebagai model Kota Madani tentuya menumbuhkan sikap tanggung jawab sosial, 
dimana tanggung jawab dan suatu hal yang hendak dicapai tersebut merupakan 
demi kepentingan bersama, bukan untuk keuntungan sepihak.  
3. Pendekatan kerjasama 
Untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan tidak terlepas dari 
pendekatan kerja sama yang baik. Proses menjalin kerja sama tersebut baik 
dengan pihak internal maupun dengan pihak eksternal. Pihak Humas 
berkewajiban menyampaikan misi kepada masyarakat dengan berbagai cara untuk 
terjalainnya hubungan yang baik, guna mencapai target atau tujuan yang 
diinginkan. Selain itu Humas pemerintahan Kota Banda Aceh juga menjalin kerja 
sama dengan berbagai pihak atau dinas yang ada di Kota Banda Aceh, seperti 
Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah, serta dengan berbagai media yang ada, 
maka dengan pendekatan tersebut, visi-misi Humas Kota Banda Aceh 
tersampaikan ke masyarakat. 
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4. Pendekatan koordinatif dan integratif 
Pendekatan koordinatif dan integratif dijalankan untuk mencapai tujuan 
yakni mencakup peran Humas Kota Banda Aceh di berbagai agenda atau kegiatan 
di lapangan, seperti menerangkan, menginformasikan, membujuk, dan lainnya. 
Semua itu dilakukan untuk terciptanya visi dan misi pemenritahan Kota Banda 
Aceh. 
Kasubbag Pemberitaan Pemerintah Kota Banda Aceh Mahdi Adela 
menyatakan, bahwa dalam mewujudkan Banda Aceh model Kota Madani 
menerapkan berbagai strategi yang digunakan, yaitu: memberikan penerangan 
kepada masyarakat tentang pelayanan masyarakat yang akan diberikan, kebijakan 
pembangunan Kota Banda Aceh sebagai Kota Madani, serta tujuan yang akan 
dicapai oleh pihak pemerintah.  
Selain itu dalam melaksanakan program kerja tersebut juga melakukan 
persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung, 
berupaya mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan/lembaga sesuai 
dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya.
76
 
Kemudian kehumasan Kota Banda Aceh juga melakukan tinjauan ke 
lapangan untuk memberikan informasi yang disampaikan segala kegiatan yang 
pemerintah lakukan, seperti  informasi tentang kegiatan-kegiatan yang 
berhubungan dengan  sosialisasi Kota Madani.
77
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Terkait respon masyarakat terhadap strategi yang dijalankan tersebut 
tentunya setiap kebijakan dari pemerintah pasti ada pro dan kontra, biasanya 
masyarakat yang kontraitu kebanyakan masyarakat yang hanya ikut-ikutan saja 
tanpa terlebih dahulu menyelidiki kebenarannya.
78
  
Hal yang hampir sama juga dikatakan oleh Aulia Racmana Putra dimana 
strategi yang digunakan adalah dengan menjelaskan kepada masyarakat tetang 
pengertian  Kota Madani dan juga penerapannya, sehingga mampu menanamkan 
keyakinan dan kepercayaan, serta mengajak masyarakat dalam partisipasinya 
untuk melaksanakan program sosialisasi diberbagai bidang seperti, sosial, 
ekonomi, hukum, politik serta menjaga kestabilitas keamanan dan ketertiban 
nasional. 
Pencapaian program dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota 
Banda Aceh tentunya tidak terlepas dari peran kehumasan. Maka oleh sebab itu 
keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan pelayanan serta pengabdian dari 
aparatur pemerintah bersangkutan perlu dijaga atau dipertahankan dalam 
melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing secara konsisten serta 
profesional.
79
 
Terkait dengan pencapaian program tersebut, media massa mempunyai 
peranan penting dalam mensosialisasikan nilai-nilai tertentu kepada masyarakat. 
Hal itu tampak dari fungsi yang dijalankan oleh media massa yaitu sebagai alat 
untuk mengawasi lingkungan (surveillance of the environment), menghubungkan 
                                                 
78
Hasil Wawancara dengan Mahdi Adela, Kasubbag Pemberitaan Pemerintah Kota Banda 
Aceh, pada 13 Desember 2017 
79
Hasil Wawancara dengan Aulia Racmana Putra, Kasubbag Advokasi Pemerintah Kota 
Banda     Aceh, pada 13 Desember 2017 
50 
 
 
 
bagian-bagian dalam masyarakat (correlation of the parts of society), 
mengirimkan warisan sosial (transmission of the social heritage), dan 
memberikan hiburan (entertainment).
80
 Dalam memberikan penerangan atau 
informasi kepada masyarakat pihak kehumasan berupaya memanfaatkan media 
yang ada. Diantara media yang digunakan yaitu, media online dan media cetak 
seperti warta kota per-edisi terbit sebulan sekali, dan juga serambi.
81
 
Selanjutnya wawancara peneliti dengan Yudi Risman penyusun bahan dan 
informasi Humas Pemerintah Kota Banda Aceh bahwa pentingnya strategi 
kehumasan dalam kinerja Humas Pemerintahan Kota Banda Aceh adalah sebagai 
acuan kerja untuk tercapainya apa yang menjadi target maupun program yang 
akan dijalankan. Apabila tidak adanya acuan maka program tidak berjalan 
sebagaimana mestiya. 
Tidak bisa dinafsikan bahwa strategi yang diterapkan dalam suatu instansi 
pemerintahan merupakan langkah awal yang harus diperhatikan. Karena berhasil 
tidaknya suatu lembaga dalam mencapai visi-misi sangat tergantung dari strategi 
yang digunakan. Dengan demikian Humas Kota Banda Aceh sebagai komunikator 
dalam  menyampaikan pesan dengan menggunakan strategi sebagai acuan kerja, 
baik dengan menggunakan media maupun secara langsung, hingga pesan 
tersampaikan ke masyarakat dengan efek yang diharapkan.  
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C. Hambatan–hambatan dalam pengembangan Model Kota Madani 
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia hambatan merupakan halangan 
atau rintangan.
82
 Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam 
melaksanakan suatu tugas pengembangan. Suatu program pengembangan tidak 
akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pengembangan 
tersebut. Dengan kata lain hambatan merupakan keadaan yang dapat 
menyebabkan pelaksaanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. 
1. Keterbatasan Personil 
Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam 
pengembangan Model Kota Madani disebabkan oleh keterbatasan personil 
dilapangan yang tidak memadai dengan jumlah kegiatan yang ada. Belum adanya 
tenaga siap pakai (SDM yang kurang handal) sehingga hasil kurang maksimal. 
Selain itu hambatan tidak telalu signifikan yaitu partisipasinya antara Humas dan 
masyarakat ataupun sebaliknya. Selain Seluruh masyarakat, pemerintah kota, 
Forkompinda, Kepolisian, Pemuda, dan Pengusaha harus ikut serta dalam 
mewujudkan model Kota Madani.
83
 
Hambatan dalam pengembangan model Kota Madani yang menjadi visi-
misi Pemerintah Kota Banda Aceh tersebut tentunya sangat berpengaruh pada 
tujuan yang ingin dicapai, dalam hal ini pemerintah Kota Banda Aceh harusnya 
memiliki personil dan juga tenaga manusia yang siap pakai demi tercapainya 
Banda Aceh sebagai Kota Madani. 
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2. Perbedaan Adat dan Tingkat Pendidikan 
Hambatan yang dihadapi sangat luar biasa, mulai dari segi beda 
pemahaman antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang yang lain, yaitu 
seperti hambatan pada tingkat keberadaan masyarakat dengan adatnya, misalnya 
ketika kita melakasanakan pesijuek ada masyarakat yang tidak setuju, karena tidak 
semua masyarakat melakukan pesijuek. Hambatan lain juga terdapat dari segi 
pendidikan, ketika kita bahas maslah syariat di kampus itu lebih mudah daripada 
ketika kita bahas di kampung-kampung. Faktor lain juga terdapat dari segi 
ekonomi.
84
 
3. Kurangnya Partisipasi Masyakarat 
Dalam mencapai suatu tujuan sudah pasti adanya hambatan, menurut 
Fatimah Azzara salah satu hambatannya yaitu dari kesadaran masyarakat. 
Misalnya pemerintah sudah membuat acara dakwah jum’atan di Taman Sari 
dengan mengundang Dai’-dai’ kondang, akan tetapi masyarakatnya tidak hadir, 
yang hadir hanya sebagian. Maka otomatis program tersebut kurang efetif atau 
tidak tersampaikan.
85
  
Hambatannya lain dimana masyarakat kota ini sudah bercampur baur 
antara yang pro dengan yang kontra. Maka yang pro ini tidak ada hambatan bagi 
pemerintah, tapi yang menjadi hambatannya ketika masyarakat tesrebut kontra 
dengan program dari pemerintah dalam mewujudkan Banda Aceh Kota Madani. 
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Selain itu juga dipengaruhi oleh wawasan masyarakat tersebut tentang kota 
madani.
86
 
Hambatan cenderung bersifat negatif, yakni memperlambat laju suatu 
program yang dijalankan oleh seseorang atau sebuah lembaga. Kemudian hasil 
sebuah prestasi tidak terlepas dari hambatan yang ada pada dua faktor, yaitu faktor 
internal dan eksternal. Dimana faktor internal dalam hal ini disebabkan oleh 
orang-orang yang berada dalam sebuah lembaga, dan faktor eksternal adalah 
orang dari luar lembaga itu sendiri, seperti masyarakat. 
D. Upaya–upaya yang dilakukan Humas Pemerintah Kota Banda Aceh 
dalam Mewujudkan Model Kota Madani 
Tugas Humas dalam sebuah instansi adalah untuk menciptakan citra 
positif dimata publiknya.
87
 Pemerintahan Kota Banda Aceh dalam mencapai 
tujuan yang ditargetkan melakukan berbagai upaya, yakni dengan 
menyebarluaskan informasi kepada publik. Humas beserta Wali Kota atau wakil 
Wali Kota terjun langsung ke lapangan, kemudian menyiapkan press realese yang 
akan dikirim kemedia internal maupun ekternal sehingga masyarakat mengetahui 
segala kegiatan pemerintah.  
Pihak Humas turun langsung ke lapangan, dan stiap staff memiliki 
tugasnya masing-masing. Dimulai dari melakukan dokumentasi dan pemberitaan, 
menyiapkan press realese bahkan mengundang wartawan dan melakukan 
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pemberitaan ke media masaa. Semua itu dilakukan agar dapat menyebarluaskan 
informasi kepada masyarakat. 
Kemudian melakukan program dan kegiatan yang berhubungan dengan 
Kota Madani. Banyak program-program yang telah dilakukan oleh Humas 
pemerintah Kota untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai model Kota Madani, 
seperti suatu program brannding Kota Madani, dakwah jum’at Taman Sari, 
program tersebut dilakukan Humas untuk memfamiliarkan arti Kota Madani dan 
mengimplementasikannya dimasyarakat supaya masyarakat Kota Banda Aceh 
familiar dengan Kota Madani dan memahami dalam penerapannya. 
Selanjutnya menyampaikan informasi mengenai sosialisasi tentang Kota 
Madani melalui media cetak dan elektronik. Media cetak seperti tabloid warta 
Banda Aceh sebulan sekali per-edisi, dan majalah warta kota sebulan sekali per-
edisi. Kemudian media elektronik seperti radio.
88
 
Kota Madani mengharapkan bagaimana situasi atau keadaan Kota 
setidaknya ada yang dianut pada masa Rasullah ketika di Madinah, karena Kota 
Madinah tersebut merupakan Kota Madani. Ketika membahas tentang Kota 
Madani, juga berkaitan dengan masalah pemerintah, yaitu pemerintah yang 
melaksanakan syariat Islam secara kaffah dalam berbagai lini kehidupan, sehingga 
akan terwujud Kota Madani. Jika ada pedagang yang berjualan, yaitu pedagang 
yang bersyariat. serta nelayan yang bersyariat. Semua itu harus dilaksanakan 
                                                 
88
Hasil Wawancara dengan Yudi Risman, Penyusun Bahan dan Informasi Humas 
Pemerintah Kota Banda Aceh, 17 Desember 2017. 
55 
 
 
 
dengan sungguh-sungguh sehingga akan terwujud Kota Banda Aceh sebagai 
model Kota Madani.
89
 
Marzuki mengatakan, terkait dengan upaya yang dilakukan Humas 
Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan Kota Madani antara lain seperti 
dakwah umum Jum’atan. Dakwah yang dilakukan tersebut  merupakan bagian 
dari langkah untuk terciptanya suasana Madani di Kota Banda Aceh. Selain hal 
tersebut, program yang berkaitan dengan syariat Islam sangat banyak, yaitu 
adanya dinas-dinas atau kantor-kantor seperti Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis 
Pendidikan (MPD), dan juga Bantul Mal. Itu semua kegiatan yang mengarah pada 
syariat, baik dalam bentuk bantuan ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan. 
Selanjutnya Marzuki mengatakan, berkaitan dengan visi dan misi Banda 
Aceh model kota Madani, kami dari Dinas Syariat Islam berada pada barisan 
terdepan, dan semua kegiatan yang dijalankan harus dalam bentuk Madani. 
Kemudian jika dilihat dari upayan yang dilakukan untuk mewujudkan Kota 
Madani bisa dikatakan sudah berhasil, karena dari segi sosialisasi dilapangan itu 
sudah terlihat, kemudian kasus-kasus pelanggaran syariat juga sudah mulai 
berkurang, itu artinya masyarakat sudah mengetahui tentang aturan yang berlaku. 
Upaya-upaya pemerintahan Kota Banda Aceh dalam menjadikan model 
Kota Madani merupakan suatu hal yang baik dan perlu dilakukan pada 
masyarakat Aceh khusunya di Kota Banda Aceh. Berkaitan dengan upaya tersebut 
Masyarakat ada yang pro dan kontra, akan tetapi dari satu sisi masyarakatnya 
sudah lebih tertib dalam mentaati segala peraturan yang diberlakukan tentunya 
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aturan tersebut berkaitan dengan syariat Islam. Selain itu, segala upaya pasti ada 
kekurangannya, tidak ada yang sempurna. Kedepan mungkin harus ditingkatkan 
lagi seperti penertiban kebersihan kota, agar menjadi lebih bersyariat dan indah 
menuju Banda Aceh model Kota Madani.
90
 Kemudian juga melakukan sosialisasi 
tentang Kota Madani itu tidak hanya dikota saja, akan tetapi harus sampai ke 
pingir-pinggir Kota, serta lebih giat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang 
berkenaan dengan Kota Madani itu sendiri.
91
 
E. Analisis Hasil penelitian 
Berdasarkan teori dan pendapat-pendapat para pakar dan ditambah dengan 
hasil penelitian, maka yang disebut dengan Kota Madani yaitu sebuah Kota yang 
penduduknya beriman dan berakhlak mulia, pemerintah yang melaksanakan 
syariat Islam secara kaffah dalam berbagai kehidupan, menjaga persatuan dan 
kesatuan, toleran dalam perbedaan, taat hukum dan memililiki ruang publik yang 
luas. Termasuk yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagaimana 
membangun dan mengembangkan sebuah Kota madani sampai saat ini. 
Menjadikan bagian-bagian diseluruh dunia untuk diterapkan pada zaman modern 
ini. 
Teori strategi komunikasi yang telah peneliti sebutkan pada bab 
sebelumnya yang dikemukakan oleh Harold D. Lasswell, seperti yang dikutip oleh 
Onong menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan kegiatan 
komunikasi ialah menjawab pertanyaan Who Says What In Which Channel To 
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Whom With What Effect (Pesan apa yang dinyatakannya, Media apa yang 
digunakannya, siapa komunikannya, efek apa yang diharapkan). 
Dalam penelitian ini terkait dengan strategi Humas Pemerintah Kota 
Banda Aceh dalam mewujudkan model Kota Madani telah menggunakan berbagai 
cara, yakni pendekatan persuasif dan edukatif, menjalin kemitraan dengan 
berbagai pihak, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Kota Madani, 
dan memanfaatkan media yang ada seperti media cetak dan media elektronik 
untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. 
Terkait hal tersebut, berdasarkan hasil observasi dan wawancara 
menyatakan bahwa Humas Pemerintah Kota Banda Aceh telah menerapkan 
strategi yang baik, dimana Humas sebagai komunikator dalam menyampaikan 
pesan terkait konsep Kota Madani, dengan menggunakan berbagai media, seperti 
radio, warta kota, dan serambi Indonesia, dalam hal ini masyarakat sebagai 
komunikan, dengan harapan pesan tersebut tersampaikan ke masyarakat terkait 
konsep Kota Madani dan penerapannya. 
Dalam mewujudkan Banda Aceh model Kota Madani, strategi dan upaya 
yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh merupakan ujung tombak yang 
harus dipersiapkan secara baik dan sesuai dengan visi-misi menjadikan Banda 
Aceh Model Kota Madani. Seperti memberikan penerangan kepada masyarakat 
tentang pelayanan masyarakat yang akan diberikan, kebijakan pembangunan Kota 
Banda Aceh sebagai Kota Madani, serta tujuan yang akan dicapai oleh pihak 
pemerintah 
58 
 
 
 
Peran humas pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan Banda 
Aceh Model Kota Madani sebagai komunikator untuk terlaksananya tata kelola 
pemerintahan yang baik dan bersih, serta masyarakat yang beradab, membangun 
Banda Aceh dengan sistem syariat Islam secara menyeluruh, mulai dari tata kelola 
pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan budaya yang Islami. 
Faktor budaya dan adat yang Islami serta didukung oleh masyarakat Kota 
Banda Aceh yang mayoritas Islam, maka visi dan misi Humas Pemerintah Kota 
Banda Aceh sangat bagus, dimana visi dan misi tersebut berpedoman pada yang 
telah dicontohkan oleh Rasullulah SAW ketika di Kota Madinah. Akan tetapi 
Humas Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan model Kota Madani 
belum terlaksana dengan baik karena keterbatasan sumber daya manusia yang 
belum siap pakai, dan juga keterbatasan, personil, serta disebakan oleh kurangnya 
peran masrayakat. 
Sebagai ujung tombak terlaksananya Banda Aceh model Kota Madani 
bukan hanya kerja keras dan peran Humas semata, dalam hal mecapai tujuan 
tersebut sangat dibutuhkan keikutsertaan dan peran masyarakat hingga Kota 
Banda Aceh layak disebut sebagai Kota Madani.  
Walaupun masih belum terlaksana dengan baik visi dan misi Humas 
Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menyampaikan pesan ke masyarakat demi 
mewujudkan model Kota Madani, disatu sisi strategi yang diterapkan oleh Humas 
Pemerintah Kota Banda Aceh sudah ada perubahan yang terjadi, yaitu 
pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh menurun, walaupun masih ada 
yang belum terlaksana dengan baik.  
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BAB V 
PENUTUP 
  
A. Kesimpulan 
Dari penelitian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Strategi Humas Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mewujudkan Model 
Kota Madani berdasarkan hasil penelitian yakni melakukan kerjasama dengan 
berbagai pihak, dan memanfaatkan media massa untuk menyampaikan 
informasi kepada masyarakat luas, serta melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat dengan menyampaikan informasi seputar Kota Madani, kemudian 
juga menerapkan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai dan 
norma syariat Islam, mulai dari keagamaan, pendidikan, kesehatan, 
pariwisata, dan sosial budaya. 
2. Hambatan–hambatan dalam pengembangan Model Kota Madani yaitu 
keterbatasan personil yang melaksanakan tugas di lapangan dengan kegiatan 
yang dilakukan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti setiap 
acara atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah, adannya hambatan 
pada tingkat keberadaan masyarakat dengan adat istiadat. Selain itu juga di 
pengaruhi oleh tingkat pendidikan dan faktor ekonomi. 
3. Upaya – upaya yang dilakukan Humas Pemerintah Kota Banda Aceh dalam 
menjadikan model Kota Madani dengan membuat beberapa agenda, seperti 
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dakwah jum’atan yang dilaksanakan setiap jum’at di Taman Sari, melakukan 
kunjungan ke masyarakat guna memberikan penerangan tentang Kota Madani 
dan mengimplementasikan dalam kehidupan keluarga, maupun masyarakat. 
Kemudian juga bekerjasama dengan beberapa dinas yang ada di Kota Banda 
Aceh, seperti Baitul Mal, Majelis Adat Aceh, Majelis Pendidikan Aceh, dan 
juga di dukung oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. 
B. Saran-saran 
Dari penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memberikan saran atau 
masukan, sehingga masukan yang penulis sampaikan akan menjadi manfaat, baik 
bagi pihak Humas, maupun Masyarakat Kota Banda Aceh. Berikut saran atau 
masukan: 
1. Diharapkan kepada pihak Humas Pemerintah Kota Banda Aceh agar dapat 
memperhatikan tentang tenaga ahli dibidang public relations yang ditempatkan 
pada bagian Humas sesuai dengan disiplin ilmu, dan meningkatkan sumber daya 
manusia, serta menjalankan strategi dalam menyampaikan pesan ke publik sesuai 
peran dan fungsi Humas. 
2. Diharapkan kepada masyarakat Kota Banda Aceh untuk saling menghargai semua 
perbedaan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, dan mendukung serta juga 
mentaati hukum syariat Islam yang diterapkan demi mewujudkan Banda Aceh 
Model Kota Madani. 
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Pedoman Wawancara dengan Masyarakat: 
1. Apa yang anda ketahui tentang kota madani? 
2. Seperti apa konsep tentang kota madani menurut anda? 
3. Dari mana anda mengetahui informasi tentang kota madani tersebut? 
4. Apakah selama ini anda pernah berpartisipasi dalam sosialisasi Banda 
Aceh sebagai kota madani? 
5. Informasi apa saja yang disampaikan oleh humas pemerintah kota dalam 
mensosialisasikan Banda Aceh  sebagai kota madani? 
6. Apakah anda mengetahui program-program yang dilakukan humas 
pemerintah kota Banda Aceh? 
7. Apakah anda setuju dengan program tesebut? Jika ya atau tidak beri 
alasan. 
8. Menurut anda apakah strategiyang dilakukan oleh humas pemerintah kota 
Banda Aceh sesuai dengan fakta dilapangan? 
9. Bagaimana menurut anda sosialisasi yang di lakukan humas saat ini? 
10. Bagaimana menurut anda apakah konsep kota madani sudah terwujud di 
kota Banda Aceh? 
11. Menurut anda apa saja hambatan-hambatan dalam pengembangan model 
del kota madani? 
12. Upaya-upaya yang dilakuka humas pemerintah kota Banda Aceh dalam 
menjadikan model kota madani? 
  
Pedoman Wawancara dengan Masyarakat 
1. Bagaimana strategi humas pemerintah kota Banda Aceh dalam 
mewujudkan model kota madani? 
Strategi: - (apakaah sudah efektif) 
2. Menurut anda strategi mana yang lebih efektif dalam mewujudkan model 
kota madani? 
3. Apa hambatannya dalam mewujudkan model kota madani? 
4. Apakah bapak atau ibu mendukung terhadap strategi tesebut untuk 
terciptanya kota madani? 
5. Apa saran anda terhadap strategi humas pemerintah kota Banda Aceh 
dalam mewujudkan model kota madani? 
6. Apa harapan anda terhadap upaya-upaya yang dilakukan humas 
pemerintah kota Banda Aceh dalam mewujudkan model kota madani? 
7. Apakah masyarakat/anda pribadi mendukung terhadap upaya dan strategi 
tesebut? 
  
Pedoman Wawancara  Humas dengan Pihak Humas: 
1. Menurut anda strategi mana yang lebih efektif dijalankan dalam 
mewujudkan model kota madani? 
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap strategi yang dijalankan dalam 
mewujudkan model kota madani tersebut? 
3. Apakah ada hambatannya? 
Hambatan apa saja yang dihadapi humas pemerintah kota Banda Aceh 
dalam mewujudkan model kota madani? 
4. Upaya apa yang dilakukan dalam mengantisipasi hambatan tersebut? 
5. Upaya apa saja yang dilakukan humas pemerintah kota Banda Aceh dalam 
mewujudkan model kota madani? 
6. Upaya apa yang sangat signifikan dalam mewujudkan model kota madani? 
  
  
 
 
  
 
 
 
